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Judul : Mekanisme Pemberian Hukuman oleh Perangkat

Gampong Bagi Pelaku Ikhtilath di Mukim Lhoknga
(Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun
2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat
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Pembimbing | . Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
Pembimbing Il . Zaiyad Zubaidi, M.A
Kata Kunci . Mekanisme, Ikhtilath, Hukum Pidana Adat

Dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Mukim Lhoknga,
menjadikan tempat wisata sebagai tempat dilakukannya perbuatan ikhtilath.
Masyarakat sudah tidak malu lagi melakukan perbuatan yang melanggar syari’at
seperti bermesra-mesraan dengan bersentuhan di depan umum. Kasus ikhtilath
yang terjadi di tempat wisata Mukim Lhoknga makin hari makin meningkat.
Masalahnya adalah bagaimana mekanisme pemberian hukuman oleh perangkat
gampong bagi pelaku ikhtilath dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
penerapan hukum adat oleh perangkat gampong dalam memberikan hukuman
bagi pelaku ikhtilath. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field
research) dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pelaksanaan hukuman bagi pelaku ikhtilath diserahkan secara penuh oleh
perangkat gampong, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian
nasehat, membersihkan meunasah dan memberi santunan kepada anak yatim di
gampong tersebut, hingga diberikan hukuman yang paling berat, yaitu
membayar denda masing-masing 1 (satu) ekor kambing dan jika pelakunya
warga Mukim Lhoknga, maka diasingkan dan diusir dari gampong tersebut.
Berdasarkan kesepakatan ulama, jarimah ikhtilath digolongkan dalam jarimah
ta’zir karena tidak adanya nash-nash yang terperinci di dalam al-qur’an dan
hadist terkait ikhtilath dan penjatuhan hukuman bagi pelaku ikhtilath secara
penuh adalah tanggungjawab ulil amri. Diharapkan kepada aparatur gampong
Mukim Lhoknga untuk mensosialisasikan tentang Qanun Jinayat Aceh kepada
masyarakat agar mengetahui bahwa perbuatan ikhtilath merupakan perbuatan
yang dilarang oleh syara’.
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
$ Fathah a
Kasrah i
b Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Gabungan
Huruf i Huruf
& Fathah dan ya ai

e Fathah dan wau au
Contoh:
&S kaifa Jea :haula



3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf

<e Fathah dan alif atau a
L ya
s Kasrah dan ya 1
e Dammah dan waw u

Contoh:

JB  :qala

<>y -rama

re iqila

Jske  yagiilu

4. Ta Marbutah (8)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
a. Ta marbutah (¢) hidup
Ta marbutah (¢) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.
b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah (¢) yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.



c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah () diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:

J‘ﬂo'ﬂ\ dzy, : raudah al-atfal/ raudatul atfal
.8y giall Aol : al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madmatul Munawwarah

il : talhah

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn
Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bergaulnya seseorang dengan yang lain atau disebut dengan pergaulan
itu merupakan suatu proses beradaptasi yang dilakukan oleh seseorang dengan
orang lain, pergaulan itu dapat dilakukan oleh individu maupun antar kelompok.
Pergaulan juga merupakah hal yang dilakukan oleh setiap manusia dan
dijasdikan sebagai suatu kebutuhan makhluk hidup, seperti manusia yang saling
mementingkan atau membutuhkan orang lain.! Karena secara alamiah manusia
adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya manusia selalu
hidup bermasyarakat.’

Dalam syari’at islam sudah ada aturan bagaimana cara bergaul yang baik
dan di dalam pergaulan juga memiliki batasan-batasan tertentu, baik antar
individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun sesama lawan jenis.?
Dalam hukum Islam batasan-batasan yang kuat yaitu batasan dalam larangan
wanita muslimah menerima tamu pria yang bukan mahramnya datang ke rumah
pada saat suami si wanita tersebut sedang pergi atau tidak ada di rumah, adapun
teman suaminya yang akrab sekali pun tidak dibolehkan untuk bertamu.* Dalam
Islam juga tidak memperbolehkan bagi seoraeng muslim dan muslimah untuk

berkumpul atau berbaur dengan yang bukan mahramnya, tidak diperbolehkan

! Chistiani Widowati, Hukum Sebagai Normal Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan,

(Jakarta: 2Jurnal Hukum, 2013), him . 151.
Ibid.

® Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996),him. 898.

* Musthafa As-Shiba’i, Wanita dalam Pergaulan Syari “at dan Hukum Konvensional,
(Jakarta: Insan Cemerlang), him. 201.
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pula bagi seorang muslim atau muslimah berkumpul dengan pemuda atau
pemudi lain yang bukan mahramnya.’

Dalam Syari’at Islam juga sudah ada aturan mengenai dalam mengikuti
sebuah pergaulan yang benar dan bagaimana kehati-hatian untuk mengikuti
suatu pergaulan, untuk mengikuti suatu pergaulan yang baik yaitu dengan
memelihara pandangannya, karena dengan saling mandang-memandang akan
terjadinya zina mata. Padangan tersebut itu nantiknya akan menjurus kepada
perbuatan tercela, seperti zina.® Pada saat ini, banyak ragam bentuk dalam
pergaulan sesama manusia, banyak yang menyimpang atas batasan-batasan
larangan-larangan dalam syari’at Islam contoh yaitu ikhtilath. Ikhtilath
merupakan percampuran atau berbaur seorang laki-laki dan atau sekelompok
antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramya yang berunsur bermesra-
mesraan. Perbuatan tersebut sangat diharamkan oleh Allah SWT, karena
perbuatan tersebut termasuk ke dalam perkara yang sangat berbahaya, dapat
menghantarkan laki-laki dan perempuan pada perbuatan dosa. Allah telah
melarang kepada umatnya dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
menghantarkan kepada zina.’

Dasar hukum sanksi bagi pelaku Ikhtilath itu tidak ada penejelasannya
secara rinci di dalam nash, hanya larangan-larangan dan ancamannya saja. Di
dalam Islam, apabila perbuatan itu hukumnya dilarang (haram), jadi haramlah
perbuatan-perbuatan yang memperoleh perilaku perbuatanm yang dilrarang,
contohnya pada perbuatan Ikhtilath. alLarangan atas perbuatn itu karena
perbuatan tersebut membawa kepada suatu perilaku yang keji, yaitu terjadinya

suatu perzinahan.

> Anis Muayyanah, Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinaya, (Skripsi: UIN
Walisongo, 2017), him. 2.

® Juhaya S. Praja, Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia,
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), him. 321.

" Ali Abubakar, dkk, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana, 2019), him. 82.



Sebagaimana firman Allah di bawah ini:

Sl Okt B 354 ) i S

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu seungguh
suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra’: 32).
Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina
merupakan perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang mneyebabkan atau
mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Telah diketahui sebelumnya-
sebekumnya, bahwa larangan yang menghampiri perzinahan itu suatu perbuatan
tercela atau suatu perbuatan keji.® Maka hal-hal yang menyebabkan suatu
perbuatan yang mendekati zina yaitu tidak hanya jaraknya, berdekat-dekatan,
berdesak-desakkan, rapat atau hampir dekat. Jadi, dalam mendekati itu berarti
sudah hampir dekat antara satu dengan yang lain. Percampuran atau berbaur
dengan lawan jenis yang bukan maramnya itu sangat dilarang, karena dapat
menimbulkan suatu perbuatan-perbuatan itu menjadi jalan yang mudah untuk
bermaksiat, merusak akhlak dan terjadilah pelecehan seksual, memandang aurat
dan yang paling berbahaya yaitu terjadinya zina.’

Ajaran Islam juga mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah
pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Yang berawal dari pandangan tersebut
nantinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi ikhtilath dan berakhir pada
perzinaan. Seperti yang diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 30:

a!”f /‘

N v‘*é dJs-i Mgh R el falpals aall

ORIl

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka

menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian

® Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP,
(Jakarta: Bulan Bintang, 2003), him. 9
° Anis Muayyanah, Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath, ... him. 3.



itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang

mereka perbuat. (Q.S. An-Nur ayat 30).%

Dalam surah An-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada
kaum laki-laki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga
pandangannya terhadap kaum wanita yang bukan mahramnya. Diperintahkan
pula untuk memelihara kemaluan mereka dari perzinaan dan/atau perbuatan-
perbuatan yang melanggar aturan syari’at Islam.

Adapun larangan perbuatan Ikhtilath berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Bukhori, sebagai berikut:
’CSJL%}\LJ/E;GM‘@@L;}&; J,wriijmym J3ig g &
5 &K o 8 Gerinieledld dog 2 9 go & 33 g8 s L 3 o
sleiiest i) By Gl 0 gl ol (K gl

(¢ 5 8i) saspiad uiidy el gt &) 5,00
Artinya: “Dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari, bahwa dia mendengar

B\
\

Nabi SAW bersabda disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-
orang laki-laki ikhtilath (bercampur-baur) dengan para wanita di jalan,
maka Nabi SAW bersabda kepada para wanita,: ‘Minggirlah kamu,
karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan’.
Maka para wanita merapat ditembok/dinding sampai bajunya terkait di
tembok/dinding karena rapatnya.”

Hadits ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW melarang para wanita
berikhtilath di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan
atau kesesatan). Yang di maksud Ikhtilath di jalan adalah berdesak-desakan atau
berjalan bersama-sama, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para

wanita agar berjalan di pinggir jalan.

19°Q.S. An-Nur: 30.
1 Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Magshud, Fatwa Al-Mar’ah Al-Muslimah,
Maktabah Adhwaus salaf, Cet.l, 1419 H, him. 568.



Dalam Qanun Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 24, “lkhtilath adalah
perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan
berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan
kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.'?
Berdasarkan definisi tersebut maka dijumpai unsur-unsur jarimah ikhtilath
yaitu:*3
1. Perbuatan bermesraan;

2. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri;
3. Adanya kerelaan masing-masing pihak;
4. Pada suatu tempat terbuka dan tertutup.

Terkait sistem hukum pidana adat yang terdapat pada beberapa gampong
di Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Gampong Mon Ikeun, Gampong
Lamkruet dan Gampong Lampaya, secara umum dilaksanakan menurut
ketentuan hukum adat gampong masing-masing. Pada tahun 2018 di Gampong
Lamkruet terjadi ikhtilath yang, sepasang ibu-bapak yang masing-masing sudah
berkeluarga, melakukan bermesra-mesraan di Pantai Lhoknga. Kasus yang
terjadi di Gampong Mon lkeun pada tahun 2019, seorang laki-laki muda
bersama seorang janda yang bukan mahramnya bermesra-mesraan seperti
bepelukan dan berciuman di tempat wisata Lapangan Golf. Di Gampong
Lampaya pada tahun 2020, sepasang muda-mudi yang berstatus sebagai
mahasiswa, berdua-duaan dengan unsur bersentuhan di Pantai Lhoknga.

Dalam konteks masyarakat Gampong Mon lkeun, Mukim Lhoknga,
Kabupaten Aceh Besar, perbuatan Ikhtilath merupakan suatu perbuatan yang
dilanggar oleh ketntetuan adat, apabila ada yang melanggarnya maka akan
dikenakan hukuman denda , diberi nasehat. Penyelesaiannya yaitu pihak pelaku
di bawa ke Kantor Keuchik atau Meunasah oleh pemuda gampong dan diberi

nasehat. Dalam Qanun Gampong bagi pelaku Ikhtilath diberikan hukuman

12 Ali Abubakar, dkk, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana, 2019), him. 82.
3 Ibid.



denda dan diusir dari Gampong Mon lkeun. Denda yang diberikan berupa
santunan anak yatim dan membersihkan meunasah itu bagi pelaku perbuatan
yang ringan. Sedangkan bagi pelaku yang perbuatanya berat seperti berciuman,
berpeluk-pelukan depan umum, bersentuh-sentuhan yang tidak layak dipandang
oleh masyarakat) dan khalwat diberikan sanksi berupa memotong kambing dan
diusir dari kampung tersebut.

Penyelesaian bagi pelaku Ikhtilath di Gampong Lamkruet, Mukim
Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar yaitu pihak pelaku di bawa ke Masjid lalu di
bawa ke Mukim oleh pemuda gampong. Dikarenakan keemosian para pemuda
gampong kedua pelaku tersebut dipukul. Kedua pelakunya sama-sama tinggal
dan asli orang Gampong Lamkruet maka kedua pelaku tersebut dikeluarkan dari
Gampong Lamkruet. Di Gampong Lamkruet diterapkan hukum adat tetapi tidak
tertulis.

Penyelesaian bagi pelaku Ikhtilath di Gampong Lampaya, Kecamatan
Lhoknga, kabupaten Aceh Besar yaitu pihak pelaku dipanggil dan dibawa ke
Meunasah. Kedua pelaku tersebut diberi nasehat bagi perbuatan yang ringan.
Sedangkan bagi perbuatan yang berat diberikan hukuman berupa disiram air got
dan memotong kambing. Gampong Lampaya terdapat reusam gampong, tetapi
reusam tersebut tidak tertulis. Hukuman yang diberikan hasil keputusan bersama
warga Lampaya.

Ketentuan sanksi adat Di Aceh merujuk pada Pasal 16 Ayat (1) Qanun
Aceh Nomor 9 tahun 2008, terdapat 11 sanksi adat, yaitu berupa nasehat;
teguran; pernyataan maaf; sayam; diyat; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh
masyarakat gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat gampong atau
nama lain; pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat
setempat.* Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengatur tentang Pembinaan
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun ini tidak hanya memberi definisi

 Teuku Muttagin Mansur, Hukum Adat dan Perkembangan dan Pembaruannya,
(Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), him. 266.



tentang hukum adat saja, akan tetapi juga memberi definisi tentang nomenklatur
lain seperti: adat, adat istiadat, dan kebiasaan.™

Dewasa ini, jarimah ikhtilath sering terjadi di beberapa tempat wisata.
Masyarakat sudah tidak malu lagi melakukan perbuatan yang melanggar syari’at
seperti bermesra-mesraan dengan bersentuhan di depan umum. Kasus Ikhtilath
yang terjadi di tempat wisata di Mukim Lhoknga makin hari makin meningkat,
faktor penyebab terjadinya karena kurangnya kepedulian dan perhatian penjual
dan masyarakat setempat. Peran perangkat gampong dalam memberikan
hukuman kepada pelaku ikhtilath yang terjadi di Gampong Mon Ikeun,
Gampong Lamkruet dan Gampong Lampaya, Mukim Lhoknga Kabupaten Aceh
Besar sangatlah besar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti
tentang Mekanisme Pemberian Hukuman Oleh Perangkat Gampong Bagi
Pelaku Ikhtilath Di Mukim Lhoknga (Studi Analisis Penerapan Qanun
Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat
Istiadat).

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman oleh perangkat gampong
bagi pelaku ikhtilath ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hukuman adat
oleh perangkat gampong dalam memberikan hukuman bagi pelaku
ikhtilath ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan hukuman oleh perangkat

gampong bagi pelaku ikhtilath.

® Ibid, him. 223.



2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hukuman
adat oleh perangkat gampong dalam memberikan hukuman bagi pelaku
ikhtilath.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di Perpustakaan UIN
Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada yang membahas tentang ‘“Peran
Aparatur Gampong Memberikan Hukuman Terhadap Pelaku Ikhtilath
(Studi Kasus di Tempat Wisata Pantai Lampuuk, Aceh Besar)”. Namun
demikian, terdapat beberapa tulisan yang mengkaji tentang lkhtilath, di
antaranya, yaitu dari Skripsi Astuti Lenawati yang berjudul ‘“Penyelesaian
Jarimah Ikhtilath dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari
Dua Malam) Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Kamoung
Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues), dalam skripsi ini
dijelaskan tentang Permsalahan terkait Acara Saman Roa Lo Roa Ingi yang
dilakukan pada siang hari dan malam hari terhadap perempuan dan laki-
laki. Dan dijelaskan pulak tentang sanksi pidana adat bagi pelaku ikhtilath
di Bener dalam acara Saman Roa Lo Roa Ingi.®

Skripsi yang ditulis oleh Yasir Fajri, mahasiswa UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam,
yang berjudul “Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat
Ditinjau Menurut Hukum Islam(Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah,
Kabupaten Aceh Selatan) , di dalm skripsi ini penulis membahas tentang

bagaimana cara penyelesaian adat bagi pelaku Ikhtilath atau Sumbang di

16 Astuti Lenawati, Penyelesaian Jarimah Ikhtilath dalam Acara Saman Roa Lo Roa
Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) dalam Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus
Kampung Bener Meriah Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Luwes), (Skripsi: Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), him. 6.



Kluet Tengah yang ditinjau menurut pandangan hukum lIslam dan faktor-
faktor perilaku jarimah Ikhtilath di Gampong Padang.'’

Skripsi yang ditulis oleh Anis Muayyanah, mahasiswi UIN Wali
Songo Semarang, Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah,
yang berjudul “Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat”, di dalam skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan Hukum Pidana
Islam terhadap sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentag Hukum Jinayat.'®

Skripsi -yang ditulis oleh Mahzas, Mahasiswa UIN Ar-Raniry,
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam yang berjudul “
Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah
(Studi Kasus Pelanggar Khalwat dan Ikhtilath). Di dalam skripsi ini penulis
membahas tentang penjatuhan pidana adat pada masyarakat Gampong
Gelanggang Gajah dalam kasus khalwat dan ikhtilath dalam pandangan
hukum Islam.*

Skripsi yang ditulis oleh Nawira Dahlan, mahasiswa UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul ‘‘Ikhtilath di
Dalam Dunia Hiburan (Studi Kasus Terhadap Vidio Klip Adi Bergerk)”. Di
dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang unsur-unsur ikhtilath dalam
vidio Adi Bergek dan bagaimana tanggapan budayawan Aceh terhadap
vidio klip Adi Bergek.?

7 Yasir Fajri, Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut
Hukum Islam, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), him.
8.

8 Anis Muayyanah, Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Skripsi: Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Wali Songo Semarang, 2017), hlm. 8.

19 Mahzas, Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah
(Studi Terhadap Pelanggar Khlawat dan Ikhtilath), (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN
Ar-Ranir%/ Banda Aceh, 2017), him. 5.

% Nawira Dahlan, Ikhtilath di Dalam Dunia Hiburan, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan
Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), him. 7.
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Skripsi yang ditulis oleh Asmaul Husna, dengan judul “Komunikasi
Aparatur Gampomg dalam Mencegah Pelanggaran Syari’at Islam (Studi
Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam, Kab. Aceh
Besar)”. Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang kasus-kasus
pelanggaran syari’at Islam di Gampong Lamkeuneung, bentuk-bentuk
komunikasi yang dilakukan aparatur Gampong dalam mencegah
pelanggaran syari’at Islam di Gampong Lamkeuneung dan hambatan-
hambatan komunikasi yang dihadapi aparatur gampong dalam mencegah
pelanggaran syari’at Islam.?

Skripsi -~ yang ditulis oleh Syawal Ahmadi, dengan judul
“Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar ditinjau
Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun
2008) 7. Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang Sistem putusan
Peradilan Adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian khalwat dilakukan
oleh para perangkat gampong atau perangkat adat yang terdiri dari Keuchik,
Tuha Peuet, para kepala dusun dan perwakilan masyarakat. Bisa juga dalam
memutuskan satu perkara melalui peradilan adat dilakukan dengan cara
musyawarah seluruh warga dengan ketentuan Keuchik sebagai penengah dalam
putusan tersebut. Hal ini dilakukan di mesjid atau meunasah dengan ketentuan
pidana hukum adat yang berlaku di gampong setempat dengan membayar denda
satu ekor kambing dan denda berupa uang dan upacara lainnya sebagai bentuk
hukum adat yang sudah ada semenjak dulu.?

Skripsi yang ditulis oleh Risma Sri Fatimah, mahasiswi IAIN

Purwokerto, dengan judul “Tradisi Ikhtilath dalam Pesta Pernikahan Perspektif

2t Asmaul Husna, Komunikasi Aparatur Gampomg dalam Mencegah Pelanggaran
Syari’at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam, Kab.
Aceh Besar), (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
2018), him 9.

2 syawal Ahmadi,Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar
Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008) ,
(Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), him. 72.
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Hukum Islam (Studi kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara,
Kabupaten Manyumas)”. Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang
pelaksanaan tradisi ikhtilat yang terjadi di Desa Grendeng Kecamatan
Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sudah menjadi tradisi adat istiadat yang
terjadi secara turun menurun, dimana bagian dari ikhtilat seperti mengobrol,
pandang memandang, bersentuhan kulit, berjabat tangan, berpelukan, cipika-
cipiki merupakan hal yang biasa bagi sebagian warga masyarakat Desa
Grendeng karena tujuan dari-hal tersebut adalah-menghormati sesama manusia
dan mempererat tali persaudaraan diantara satu dengan yang lainnya meskipun
mereka bukanlah mahramnya selama masih dalam batas kewajaran.*®

Dalam tulisan (skripsi) Siti Idaliyah yang berjudul “Tindak Pidana
Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam; Analisis Komperatif Qanun Nomor 14
Tahun 2004 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran
Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, pada tahun 2013. Dalam skripsi
ini dijelaskan tentang ketentuan pidana khalwat dalam ganun dan ketentuan
Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dijelaskan pula mengena kriteria
sanksi bagi pelaku khalwat. Baik dilihat dari sanksi menurut hukum pidana
Islam dan hukum pidana positif.**

Jurnal yang ditulis oleh Tari Nasyiah, mahasiswi Fakultas Hukum,
Universitas Syiah Kuala dengan judul “Denda Adat dalam Penyelesaian Kasus
Khalwat di Kota Banda Aceh”. Di dalam jurnal, penulis membahas tentang
pengenaan denda adat dalam penyelesaian kasus khalwat Di Banda Aceh
berbeda-beda pada setiap gampong (desa). Sebagian gampong dikenakan denda

berupa membayar sejumlah uang, pemotongan kambing, diusir dari gampong,

8 Risma Sri Fatimah, Tradisi Ikhtilath dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum
Islam (Studi kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Manyumas),
(Skripsi: Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 5.

2% Sijtj Idaliyah, Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis
Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/ Mesum dan Pasal 532-536 tentang
Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan
Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), him. 7.
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dilakukan bimbingan oleh wali, dan ada juga yang dinikahkan. Tujuan dari
penlitian penulis adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme
pelaksanaan penyelesaian sengketa Khalwat dan pemberian denda adat,
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan Majelis Peradilan Adat
dalam memberikan Sanksi Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat di Kota Banda
Aceh.?

Jurnal yang ditulis oleh Khairani, dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul, “Mekanisme Penanganan Anak
Pelanggaran Qanun Jinayat Tentang Khalwat dan Ikhtilath”. Di dalam jurnal
penulis membahas tentang Perbuatan khalwat,dan ikhtilath dalam Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dimana pelakukanya adalah anak-
anak/belum baligh dikenakan hukuman Ugqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga)
dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan
kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh
Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat sanksi yang diberikan kepada pelaku yang telah dewasa secara
Undang-Undang atau dalam Islam disebut telah baligh. Namun berbeda halnya
yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan
dimana anak dibawah umur/belum baligh tetap diberikan sanksi bayar denda
oleh keluarganya kepada Adat dan menikahkannya. Sedangkan di dalam
Undang-Undang/Islam anak dibawa umur belum dewasa/baligh sehingga tidak
bisa dibebankan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
hukum normatif empiris. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan hasil
penelitiannya adalah Mekanisme penanganan anak yang melakukan pelanggaran

ganun jinayat tentang khalwat dan ikhtilath.?®

% Tari Nasyiah, Denda Adat dalam Penyelesaian kasus khalwat di Kota Banda Aceh,
Jurnal llmiah Mahasiswa, Vol. 3 No. 1, edisi 2019.

%8 Khairani, Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat
dan Ikhtilath, (Jurnal: Internaiomal Journal of Child and Gender Studie, Vol. 4 No.1, 2018),
him. 2.
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E. Penjelasan Istilah

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini.
di antaranya adalah:

1. Mekanisme

Mekanisme merupakan suatu cara dalam mendapatkan sesuatu secara
berurutan sehingga dapat menghasilakan suatu tatanan atauu urutan dalam
mencapai suatu tujuan yang benar.?’

Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat
dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa
interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan
atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi
sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat
dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan
mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan
dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang
bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis
yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat
berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.?

2. Hukuman

Hukuman secara etymologi yaitu suatu hukuman yang bermaknan untuk
memberi balasan atas pelaku kejahatan. Dalam Bahasa Arab, hukuman disebut
dengan ‘“uqubat”. Lafazh ‘“uqubat” menurut baahasa berasal darim kata
‘Agobathu yang memiliki persaamaan kata yaitu: ‘Aqobathu bidzambihi A’ala
dzambihi. Yang bermakna menghukum atas perbuatannya/ kesalahannya.?

2" Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), him. 43.

%8 | orens Bagus. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia. 1996. him. 612-613.

2 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, Cet ke-1VX,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), him. 952.
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Menurut Amier Daien Indrakusuma, “hukuman adalah tindakan yang
dijat dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa atau kesedihan. Dan dengan
adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji
dalam hatinya untuk tidak mengulanginya”.*

3. Perangkat Gampong

Perangkat Gampong adalah pembantu keuchik dalam menyelenggarakan
kegiatan Pemerintahan Gampong yang terdiri dari Sekeretaris Gampong, Kepala
Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Ulee Jurong, Pembantu Kaur dan Pembantu
Kasi.®® Peragkat gampong bertanggungjawab terhadap penyusunan dan
pelaksanaan peraturan-peraturan di gampong terutama dalam membina remaja
agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan.

Perangkat gampong dalam penelitian ini adalah orang yang berhak dan
mempunyai wewenang dalam memberikan hukuman bagi pelaku ikhtilath sesuai
dengan aturan gampong masing-masing.

4. Ilkhtilath

Ikhtilath merupakan suatu percampuran atau berbaurnya Laki-laki
dengan perempuan yang bukan muhrim, yang melkaukan bermesra-mesraan di
tempat terbuka/ dapat dilihat oleh khalayak ramai. Berdasarkan realita
masyarakat, pelaku ikhtilath yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan
dimuka umum, bahkan didalam kendaraan umum sekalipun, baik yang laki-laki

dengan perempuan maupun orang-orang yang sejenis kelamin.*

F. Metode Penelitian
Metode ini dilakukan untuk sutau penelitian karya ilmiah. Penelitian

tersebut digunakan dengan metode penelitian kualitatif, Metode penelitian

% Amier Daien Indrakusuma, Pengantar llmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional,
1973), him. 150.

! Roni Ahmad, Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong, him. 3.

%2 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 108.
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kualitatif merupakan proses penelitian dalam memahami masalah-masalah
dalam fenomena yang terjadi pada manusia dan diciptakan suatu gambaran
secara penuh atau meyeluruh yang disediakan dengan kata-kata, melaporkan
terkait masalah-masalahnya dengan secara rinci, dan informasi tersebut terdapat
dalam sebuah sumber dalam mendapatkan hasil karya ilmiah tersebut.*

Metode Penelitian Kualitatif ini sangat tertuju kepada norma hukum
yang sudah dietapakan dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan
pengadilan. Norma hukum ini sangat berkembang dalam masayrakat untuk
mengantisipasinya dengan cara bermusyawarah. Metode ini digunakan pada
penelitian yang bersifat deskrptif analisis, yang merupakan melontarkan atas
peraturan-peraturan yang ada, dan peraturan tersebut berkaitan dengan teori
hukum, dan dijadikan sebagai objek penelitian hukum. Dalam pelaksanaan di
kalamgan masyarakatr itulah yang sangat bberkenan dalam objeknya.**

1. Jenis Penelitian

Yang digunakan untuk pembuatan skripsi yaitu metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan desktiptif analisis, yaitu suatu Metode yang
digunakan untuk memecahkan maslaah-masalah, berdasarkan gambaran yang
terjadi dapat didengar dan dilihat dan dianalisa dari hasil penelitian tersebut,,
yaitu mulai dari penelitian di lapangan ataupun teori-teorinya yang terdapat dari
buku , artikel, jurnal, web lainnya yang topik pembahasannya tentang judul
penelitian kita.*> Metode ini bertujuan untuk membuat deksripsi dan fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode Penelitian
kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan

dengan angka.*

%% Warul Walidin, Saifullah & Tabrani ZA, Metodologi Peneleitian Kualitatif &
Grounded Theory, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), him. 93.

** 1bid, him. 16.

% Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998), him. 63.

% Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2010), him. 14.
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2. Sumber Data
Melakukan sebuah penelitian itu dapat diperoleh dari beberapa sumber-
sumber yang dapat ditemukan, yaitu sebagai berikut:
a. Data Primer
Dalam melakukan penleitian itu awalnya kita harus mendapatkan bahan
atau sumber, yaitu melakui wawancara dan observasi.

1. Observasi, yaitu sesuau yang dilakukan dengan sebuah pengamatan dan
menganalisa terkait fenomena dalam pemberian hukuman kepada
pelaku jarimah ikhtilath sebagai fokus penelitian dengan norma-norma
hukum yang ada di tempat penelitian tersebut kemudian amelakukan
pencatatan yang sederhana. Setelah penulis melakukan observasi, lalu
penulis menulis catatan-catatan kecil yang penting, setelah kejadian
dilapangan di catat. Penulis melakukan proses penyederhanaan
catatatan-catatan yang diperoleh dari Lapangan.

2. Wawancara, yaitu tekhnik yang dilakukaan secara berdiskusi, dan
berttamya langsung kepada keuchik Kampong Mon lkeun, Lamkruet
dan Lampaya, Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh
Besar untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian hukuman
yang mereka berikan terhadap pelaku ikhtilath.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu yang diperoleh atas kajian-kajian yang
penulis lakukan , kajian tersebut dilakukan dengan mencari , mempelajari,
menyimpulkan kajian-kajian tersebut dari buku-buku tentang Hukum Jinayat,
tentang Pidana Islam dan tentang adat. Kajian Pustaka tersebut bukan saja
ditemukan dari buku-buku bahkan dapat kita temukan dari Qanun Aceh Nomor
6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, artikel-artikel, jurnal, web
lainnya yang berkaitan atau yang mebahas tentang penyelesaian atau pemberian
hukuman bagi pwlkau ikhtilath secara hukum Islam maupun hukum adat

masing-masing.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa cara, mulai
dari melakukan sebuah observasi atau pengamatan lapangan dengan mendatangi
ke lokasi penelitian, yaitu kantor Keuchik Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan
Lampaya, Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
Kemudian melakukan wawancara (interview) terhadap Keuchik Gampong Mon
Ikeun, Lamkruet dan Penanggungjawab Gampong Lampaya. Pengumpulan data
juga dilakukan dengan mengumpulkan hasil-hasil menelaah/ membaca buku-
buku, ganun, artikel dan lain-lain yang dilakukan penulis di perpustakaan.
4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses suatu data yang di pilah-pilah dan
menjadi sebuah data yang dapat dikelola. mengorganisasikan data, menemukaan
pola atau bentuk, menginsteasiskannya, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan temanya dan disatukan seperti yang dipelukan pada
data tersebut>’ Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka
selanjutnya diajukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan
maupun pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan objek penelitian ini,
kemudian dilakukan perbandingan untuk megetahui ketentuan-ketentuan dalam
hukum Islam dan hukum adat yang mengenai sanksi jarimah ikhtilath.
5. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dapat dilihat pada buku pedoman Fakultas Syari’ah
dan Hukum. Dalam buku pedoman tersebut kita dapat mengikuti atau melihat
cara penulisan skripsi dengan baik dan benar. buku tersebut diterbitkan oleh

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Uin Ar-rainiry Banda Aceh, tahun revisi 2019.

%7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009), him 248.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam
skripsi ini, maka pembahasan ini diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab sebagai
berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian ikhtilath, dasar hukum larangan
ikhtilath unsur-unsur ikhtilath, ‘uqubat jarimah ikhtilath dalam hukum Islam ,
mekanisme penyelesaian ikhtilath dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan

hukum pidana adat.

Bab tiga menjelaskan profil Mukim Lhoknga, pelaksanaan hukuman
bagi pelaku Ikhtilath di gampong dan penerapan Hukum Adat Oleh Perangkat
Gampong dalam Memberikan Hukuman Bagi Pelaku Ikhtilath ditinjau dalam

hukum Islam.

Bab empat bagian terakhir yaitu penutup, yang berisikan kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB DUA
LANDASAN TEORITIS TENTANG IKHTILATH

A. Pengertian Ikhtilath

Ikhtilath merupakan turunan dari kata “khalata” yang bermakna
bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Adapun secara istilah, menurut
‘Abdullah bin Jarullah, artinya: berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang
bukann mahramnya di suatu tempaat yang kemungkinan mereka berinteraksi
dengan melihat, isyarat atau berbicara. Muhammad Muagaddam menambahkan
kata “bersentuhan” dan “tanpa penghalang terjadinya kerusakan” pada definisi
di atas, Ibnu Baz menyatakan bahwa ikhtilath adalah perkumpulann para laki-
laki dan para perempuan disusatu tempat karena pekerjaan, jual beli, tamasya,
penjalanan, dan lain-lain. Keadaan bercampur-baur antara laki-laki dan
perempuann yang bukan mahram yaitu seperti di dalam bus, kereta api, bioskop,
restoran, stadion, dan sebagainya.*

Menurut bahasa, Ikhtilath merupakan percampuran antara sesuatu
dengan seuatu yang lain.** Sedangkan menurut terminologi, ikhtilath tidak
mengandung makna yang positif. Dalam beberapa literatur fikih, kata ikhtilath
lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi, dapat
dikemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Ibrahim al-Jarullah, ikhtilath
adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai
hubungan keluarga, yaitu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada
satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik
itu saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung

atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain

% Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar,
(Jakarta: Kencana, 2019), him. 81.
¥ Mahzas, Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah
(Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikhtilath), ( Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum:
UIN Ar-Raniry, 2017), him. 20.
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yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori

ikhtilath.** Menurut Sayyid Sabig, ikhtilath merupakan perbuatan yang dapat

merusak kehormatan seseorang, karena dapat membangkitkan hasrat biologis.

Islam mengharamkan ikhtilath (bercampur bebas antara laki-laki dan

perempuan), karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu

perbuatan zina.*!

Syaikhh Muhammad bin lIbrahim, mengatakan bahwa Ikhtilath yang
tedapat pada lelaki dengan perempuan memiliki tiga keadaan, yaitu sebagai
berikut:*?

1. lkhtilath laki-laki dengan perempuan yang mahramnya, tidak ada kasmaran
tentang kebolehannya.

2. lkhtilath laki-laki dan perempuan asiing dengan bertujuan untuk merusak
suatu hal , tidak ada kasmarannya tentang keharamannya.

3. lkhtilath laki-laki dengan perempuan seperti di rumah sakit, perpustakaan,
toko-toko dan di tempat terbuka lainnya. Dalam islam juga mengatur dalam
bergaul bagi muda-mudi dnegan baik bagaimana, dala memberi kasih
sayang cinta kepada para pria dan wanita, itu adalah sebuat fitrah manusia
yang dikaruniakan oleh Allah. Dalam bergaul muda-mudi dapat terlihat
sewajar-wajarnya serta kadang dapat mneimbulkan sebuah fenomena yang
menimpa pada dirinya sendiri atau keluarganya Apalagi yang kita lihat
sekarang-sekarang ini banyak hal-hal yang dilaukan oleh muda-mudi dalam
menujukan kemesraannya di depan khalayak ramai atau di depan umum,
baik itu di warkop, sekolah, kamous, wisata-wisata yang lainnya, bahkan
dijalan juga berani meeprlihatkan kemesraan-kemesraan yang dilakukan di
atas motor. Hal yang tidak senonoh itu sering terjadi di mana-mana, dan

sudah menjadi sebuah kehidupan mereka yang melakukannya.

40 yj;
Ibid.
! Sayyid Sabiq Figh Sunnah, (terj. Asep Sobari, dkk), jilid 2, (Jakarta: Al-I’tishom,
2008), him. 600.
“2 Ibid, hlm. 27.
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Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan
baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang
merupakan karunia Allah. Pergaulan muda mudi terlihat wajar-wajar saja
terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa saja menimpa dirinya
serta mencemarkan nama baik keluarganya. Seperti yang kita lihat pada
kehidupan sekarang banyak muda-mudi yang berani menunjukkan kemesraan
mereka di depan umum, misalnya di sekolah, cafe, dan ada pula di jalan. Hal
tersebut sudah marak terjadi di kalangan muda-mudi dan sudah menjadi
fenomena dalam kehidupan sosial sekarang.*®

Dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat, Pasal 1 ayat (24) dinyatakan bahwa ikhtilath adalah perbuatan
bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan dan berciuman antara
laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah
pihak baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.**

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan ikhtilath
itiu merupakan suatu perbuatan yang keji tercela. karena perbuatan tersebut
memiliki unsur mesra. Definisi lainnya dapat disebut seperti berkumpulnya atau
berdua-dua seorang laki-laki dnegan perempuan atau lebih, yang mana
perbuatan tersebut termasuk dalam satu unsur, yaitu bermeseraan, yang
dimaksud dalam mersraan di sini yaitu seperti- melakukan berciuman, peluk-
pelukan dan perbuatan-perbuatan mesra yang lain dan dilakukan di tempat yang
terbuka.®

Melihat definisi ikhtilath yang ada di dalam ganun hukum jinayat dan
definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada perbedaan yang sangat
mencolok. Istilah ikhtilath di dalam ganun hukum jinayat langsung mengarah

kepada makna adanya perbuatan bermesraan bukan pada makna adanya

* Ahmad Al-Faruqy, Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari’ah,
(Banda Aceh: Gen, 2011), him. 42.

* Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh, ... him. 82.
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berkumpul atau bercampurnya antara laki-laki dan perempuan sehingga jauh
dari makna dasar dari ikhtilath. Dalam hal itu ikhtilath dilakukan di tempat
tertutup maka sangatlah dekat kepada makna khalwat. Khalwat merupakan
suatu perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dengann perempuan yang bukan
mahramnya di suatu tempat tertutup suatu kerelaan dari kedua belah pihak yang
bukan muhrimnya, dan perbuatan tersebut lebih mengarah kepada perbuatan
zina.*®

Dalam Islam tidak melarnag dalam bergaul dengan laki-laki dan
permpuan, apa di aitu iskin, kaya, apakah berpangkat atau tidak, dan lain-
lainnya. Jadi dalam islam itu hanya saja memberikan Batasan-batasam antara
laki-laki dan permepuan, karena pandnagan-pandnagan dalam Batasan tersebut
itu sangat penting demi terbaiknya atau menajganya atas kehormatan masing-
masing. Dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari manakah kita
menganalisisnya, dan di sini yang akan dibahas adalah dasar-dasar atau adab
pergaulan antara pemuda dan mudi menurut pandangan Islam. ada dasarnya
Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina sementara ikhtilath
merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka Ikhtilath
juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan
‘uqubat ta’zir, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk
mengantisipasi tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara adanya larangan
ikhtilath. Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina
sementara ikhtilath dan khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk
terjadinya zina, maka ikhtilath juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan
pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir, artinya negara atau pemerintah
harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinaan, yaitu

dengan cara adanya larangan ikhtilath.*’

“® Ibid, him. 78.
4" Asyhari Abdul Ghofur, Islam dan Problema Sosial SekitarPergaulan Muda-Mudi,
(Jakarta: 2011), him. 6-7.
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B. Dasar Hukum Larangan lkhtilath

Dalam Islam telah diatur tentang beretika dalam bergaul antara muda
dan mudi dengan baik. Suatu pergaulan yang baik itu merupakan suatu fitrah
manusia yang dikaruniakan oleh Allah, baik itu untuk menghalalkan dalam
hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam Islam telah disediakan suatu
pernikahan dengan tujuan antara laki-laki dan perempuan itu memiliki ikatan
yang sah, dan ikatan tersebut dinamakan ikatan pernikahan. Tujuan dalam
ikatan pernikahan itu untuk menjaga atau menjadi suatu garis keturunan dari
anak yang terlahir dari hubungan suami istri yang halal. Dalam penjelasan ini
snagat penting bagi kalangan muda-mudi, karena itu bertujuan untuk
melindungi masa depan kepada anak yang telah dilahirkannya.®® Larangan-
larangan bagi pelaku iitu supaya kita menghindari dari perbuatan yang keji, dan
perbuatan tersebut dapat megarah ke zina. Apabila melakukan hal tersebut maka
itu akan membawa kehancuran atas garis keturunannya, memalukan keluarga,
merusak tali kekeluargaan dan dapat juga ,menyebabkan penyakit pada alat
kelaminnya serta merusak perhubungan dengan masyarakat.

Perbuatan ikhtilath ini merupakan perbuatn yang sangat dilarang, mau
itu dalam Islam maupun dalam bermasyarakat lainnya. Perbuatan tersebut
dilarang dikarenakan akan merusak norma hukum agama. Dapat kita pahami
setiap tingkah laku yang akan membahayakan norma agama, itu sangat
membahayakan diri sendiri, maupun berbahaya dalam keragka etik yang
dibangun menurut agama, tentunya akan ada hukuman berdasarkan ketentuan
masing-masing yang berlaku.

Setiap tingkah laku yang membahayakan suatu norma agama, termasuk
kepada membhayakan kerangka etik yang dibangun berdasarkan agama, itu
tentu saja akan diberi hukuman menurut ketentuan masing-masing yang berlaku.

Dalam ketentuan Figih Islam, ketentuan tersebut termasuk kepada perbuatan

* Muhammad Siddig, Chairul Fahmi, Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap
Perspektif Mahasiswa Aceh, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), him. 34.
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ikhtilath. Terkait dalam hal tersebut, Ibnu Qayim Al-Jauziyyah menyatakan
bahwa, suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melarang dalam bercampur
baurnya antara laki-laki dengan perempuan di tempat tersebut.*

Ikhtilath hukumnya aharam dan merupakan dosa menurut syari’ah
(Hukum Islam), namun disayangkan kaum muslimin banyak yang
melakukannya. Di samping haram ikhtilath juga berbahaya, karena mudah
menjadi jalan untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang merusak akhlak, seperti
memandang aurat, terjadinya pelecahan seksual, terjadinya perzinaan, dan
sebagainya. Pengertian ikhtilath adalah bertemunya laki-laki dan perempuan di
suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan
wanita itu, maka berdasakan pengertian ikhtilath itu, suatu pertemuan antara
laki-laki dan perempuan baru disebut ikhtilath jika memenuhi dua Kriteria secara
bersamaan:*’

1. Adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang
sama

2. Terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan, misalnya berbicara, saling
menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan sebagainya.

Larangan ikhtilath bertujuan untuk menghindari perbuatan-perbuatan
yang menjeremuskan orang kepada zina, karena perbuatan ikhtilath itu dapat
membawa kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga dan dapat juga
menyebabkan penyakit kelamin serta kerusakan stuktur sosial masyarakat.
Larangan laki-laki dengan perempuan tidak hanya sebatas larangan seperti
tersebut di atas, lebih jauh dari itu, Islam juga melarang berbaur dalam aktivitas
belajar. Islam melarang ikhtilath karena perbuatan ini bisa menghantarkan
kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah, larangan zina
terdapat dalam surah al-Isra’ ayat 32. Larangan dalam ayat ini dengan konteks

“jangan kalian mendekati” menunjukkan bahwa Al-Qur’an telah mengharamkan

% Mahzas, Penjatuhan Pidana, ... him. 22.
%0 https:/konsultasi.wordpress.com/2013/06/16/bahaya-ikhtilath-menurut-hukum-islam,
terakhir di akses tanggal 21 Juni 2021..
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zina begitu pula semua perbuatan yang mengantar kepada perbuatan zina serta
sebab-sebabnya secara keseluruhan seperti melihat, ikhtilath, ber-khalwat,
tabarruj, dan lain-lain.”* Dari ayat tersebut kita dapat memahaminya, bahwa
ketentuan pada larangan yang mendekati zina pada ayat tersebut itu berlaku
pada seseorang yang melakukan khalawat atau ikhtilath , karena kedua
perbuatan itu sama sama mengarah kepada perbuatan zina. Adurrahman
megattakan bahwa Islam memilik aturan yang aturannya itu harus dijaga dengan
bauk bagi umatnya. dan aturan tersebut membuat umat manusia akan terjaga
dari bencana, fitnah dan kebodohan. Islam tidak pernah menjadikan sesuatu itu
sebagai suatu tempaat yang membuat manusia merangsang dan menimbulkan
suatu fitnah terhadap pancingan secara naluri biologi.>

Pada ayat yang menjadi dasar penetapan hukuman ta zir bagi pelaku
ikhtilath, adanya larangan yang mendekati, berarti sesuai dengan larangan
perbuatan khalwat yang terdapat dalam Qanun di Aceh. Kemudian dalil lain

mengenai larangan ikhtilath terdapat dalam hadist Rasulullah SAW, yaitu:

3t Josady Sald ool el s 48 e B 3t g 22
Artinya: “Hati-hati masuk ke tempat wanita, seorang laki-laki Anshar
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan saudara suami
dan seumpamanya dari kalangan karib kerabat suami, seperti anak
paman dan lainnya? Beliau menjawab, “saudara suami adalah kematian”.

(HR. al-Bukhari).>®

*L Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar, him.
82.

%2 Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, Tarbiyatul Abna’ wal Banat fi Dhau’il Kitab wa
Sunnah, ed. In, Pedoman Pendidikan Anak Menuru Alquran dan Sunnah, (terj: Umar
Burhanuddin), (Surakarta: Al-Qowam, 2010), him. 403.

% Aniq Fahmi, Hadis tentang Larangan Berkhalwat (Studi atas Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum), (Skripsi: UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), him. 62.
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Hadist tersebut menunjukkan larangan ber ikhtilath atau ber khalwat atau
berdua-duaan, bukan larangan untuk sekedar bertemu dengan kaum wanita yang
juga dihadiri oleh orang lain.

Dalam buku Amir bin M. Fida’, al-lIkhtilath baym Jimsyaym Fii Dui al-
Kitab Al Sunnah, bahwa keharaman ihtilath itu dalam al-Qur’an , yaitu yang
artinya: “apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintaklah dari
belakang Tabir. adapun Hadis Nabi yang dikutip antara lain Riwayat Abu
Hurairah: “sebaik-baiknya shaf sholat laki-laki adalah yang paling depan, yang
terjelek merupakan shaf yang paling belakang. Pada shaf shalat perempuan
terbaik adalah yang paling belakang, sedangkan shaf yang terjelek adalah shaf
yang paling depan”. Hadis ini menunjukkan ketentuan perempuan dan laki-laki
karena jika semakin dekat maka akan lebih dekat pada mudarat. ini
menunujukkan bahwa ikhtilath itu berbahaya. Bahjat mengutip Nawawi dan
Syawkani yang menyatakan bahwa Hadis tersebut menunjukkan keharusan
menjauhkan perempuan dan laki-laki karena jika bercampur, maka mereka akan
saling melihat rupa, gerakan atau mendengar suara, sehingga hati mereka
terpaut.”*

Hadist lain berasalah dari usmah bin Zayd yang menyatakan Rasulullah
bersabda “Fitnah yang kutinggalkan yang lebih berbahaya bagi laki-laki adalah
perempuan”. Demikian juga Hadis Nabi: “Tidaklah seorang laki-laki
bersendirian dengan seorang perempuan (yang bukan mahramnya) melainkan
setan yang ketiganya: (H.R. Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Hakim).>

Ikhtilath disebut dengan bercampur baur yang dimaknai sebagali
perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan sangat bertentangan dengan

hukum adat yang berlaku di Aceh karena perbuatan-perbuatan tercela yang

> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh, ... him. 83.
> Ibid.
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dilakukan. Dalam ganun ini berisi tentang larangan perempuan dalam penerapan

syari’at Islam secara kaffah.*®

Ada beberapa batasan-batasan dalam bergaul antara laki-laki dan
perempuan yang bukan mahramnya, yaitu:

1. Nabi melarang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan
muhrimnya tanpa ditemani oleh perempuan lainnya.

2. Nabi melarang bagi perempuan yang sudah dipinangnya, meski dalam Islam
memperbolehkan dalam memandang antara laki-laki dan perempuan yang
telah dipinangnya untuk memantapkan hatinya dan meyakinkan.

3. Nabi melarang seorang laki-laki datang ke rumah perempuan yang bukan
muhrimnya tanpa ada orang lain.

4. Nabi juga melarang bagi perempuan yang berpergian tanpa ditemani oleh
perempuan yang lainnya atau suami halal.

Dari batasan-batasan yang sunnah seperi yang telah disebutkan di atas,
dapat diketahui bahwa dalam Islam dibolehkan dalam hal hubungan antara laki-
laki dan perempuan itu sangat minim sekali, karena pacaran dan lain sebagainya,
hendaknya di tempatkan ke dalam keempat batasan yang telah disebutkan di atas
tadi, dan bukan berarti istilah tersebut melarang hubungan bebas dengan lakil-
aki dan perempuan tersebut.”’

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim, ikhtilath lelaki dengan wanita
memiliki tiga keadaan. Pertama yaitu ikhtilath wanita dengan mahramnya dari
lelaki, dan ini tidak ada kesamaran tentang bolehnya. Kedua yaitu ikhtilath
wanita dengan lelaki asing untuk tujuan kerusakan, dan ini tidak ada kesamaran
tentang haramnya. Ketiga yaitu ikhtilath wanita dengan lelaki asing di tempat
tempat ilmu, toko toko, perpustakaan perpustakaan, rumah sakit rumah sakit,
perayaan-perayaan, dan semisal itu, maka ini pada hakikatnya terkadang orang

yang bertanya menyangka pada awal perkara bahwa itu tidak membawa kepada

*® Nawira Dahlan, Ikhtilath di Dalam Dunia Hiburan, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda
Aceh, 2017), him. 29
>" Muhammad Siddiqg, Chairul Fahmi, Problematika Qanun Khalwat,... hlm. 14.



28

fitnah masing masing dari dua jenis dengan lainnya. Lebih lanjut Muhammad
bin Ibrahim menyatakan bahwa untuk menyingkap hakikat jenis ini maka dapat
dilihat dan dianalisa mealui dua persepktif. Perspektif pertama yaitu
sesungguhnya Allah menjadikan lelaki diatas kekuatan dan kecenderungan
kepada wanita dan menjadikan wanita di atas kecenderungan kepada lelaki
dengan adanya kelemahan dan kelembutan. Maka bila terjadi ikhtilath timbul
darinya pengaruh yang membawa kepada terwujudnya tujuan yang buruk karena
nafsu itu selalu memerintah dengan yang buruk dan hawa nafsu itu membuat
buta dan tuli dan setan memerintah dengan kekejian dan kemunkaran.>®
Perspektif kedua yaitu syariat ini dibangun atas maksud dan sarana, dan
sarana dari suatu maksud yang menghubungkan kepadanya memiliki hukum
yang sama dengannya. Maka wanita adalah tempat pemenuhan keinginan lelaki.
Dan syariat menutup pintu pintu yang membawa kepada bergantungnya setiap

orang dari dua jenis tersebut dengan yang lain.>

C. Unsur-Unsur Ikhtilath

Dalam pandangan figih , berada di suatu tempat tertutup antara laki-laki
dan perempuan yang bukan mahramnya itu termasuk ke dalam suatu perbuatan
pidana, jadi berada di tempat tertutup itu memiliki unsur utama dalam
melakukan perbuatan khalwat , beda dengan perbuatan ikhtilath, dari unsur
kedua itu sama-sama lalai dengan permepuan yang bukan muhrim, dan sama-
sama suatu perbuatan tercela. Perbuatan tersebut hanya terjadi di tempat-tempat
tertentu, bagi pelaku khalwat itu di tempat yang sepi dari penglihatan orang lain,
sedangkan ikhtilath , dilakukan di suatu tempat yang terbuka dan di tengah
keramian, baik itu di tempat wisata, di jalanan dan ditempat terbuka lainnya
yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian unsur yang

bersunyi-sunyi atau disebut dengan trmpat sepi, padahal yang disebut bersunyi-

*® Yasir Fajri, Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut
Hukum islam, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), him. 36.
> Ibid, him. 37.
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sunyi itu merupakan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang
tergolong ke dalam perbuatan keji dan tercela.®®

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun Jinayah maka unsur-
unsur ikhtilath yaitu:®*

1. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.

2. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki
dan perempuan, berciuman dan bermesraan yang bukan muhrimnya.

3. Pada tempat terbuka dan tertutup. Pada tempat terbuka di sini yang dapat
dilihat orang banyak.

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk
berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian
rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan
unsur tindak pidana dari perbuatan ikhtilath. Kategori tindak pidana ikhtilath
adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin
(laki-laki dan perempuan), bukan suami istri yang sah. Dua orang tersebut
dianggap melakukan ikhtilath kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu
yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau
berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.®?

Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang
seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya
hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari
penglihatan orang lain dan di tempat-tempat yang memungkin melakukan
perbuatan yang tercela tersebut. Di mana tempat-tempat tersebut dapat dilihat

oleh orang banyak dan dapat memungkinkan melakukan perbuatan tercela.”

8 Ahmad Al-Faruqy, Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah,
him. 45.
®1 Nawira Dahlan, Ikhtilath di Dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Vidio Klip Adi
Bergek), (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), him. 43.
62 i
Ibid, him. 30.
8 Ahmad Al-Farugy, Qanun Khalwat dalam,... him. 45.
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D. ‘Uqubat Jarimah Ikhtilath dalam Hukum Islam

Ikhtilath termasuk satu perbutan keji yang sangat dilarang dalam syariat
Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghantrakan seseorang kepada
perbuatan maksiat lainnya, seperti perbuatan zina. Perbuatan maksiat merupakan
suatu perbuatan yang dilakukan dan sangat dilarangnya (diharamkan).** Ahmad
Wardi menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba,
berpelukan dengan wanita yang bukan isterinya, tidur bersama tanpa hubungan
seksual, dan sebagainya, merupakan bagian dari bentuk jarimah ta’zir dalam
kategori kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Dalam hal ini,
memang tidak disebutkan secara tegas beberapa kejahatan seperti meraba-raba,
dan tidur dengan perempuan tanpa persetubuhan sebagai bentuk jarimah
ikhtilath, namun dapat dipahami bahwa seluruh perbuatan yang tidak sampai
pada terjadinya zina itu merupakan bagian yang termasuk di dalamnya.
Demikian pula mengenai bentuk dan ukuran sanksi yang mesti dijatuhkan
terhadap pelaku.®

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan dengan jelas mengenai hukuman
yang dapat diberikan kepada pelaku ikhtilath. Secara umum, hukuman bagi
pelaku khtilath yaitu berupa hukuman fa zir. Hukumaan tersebut dilakukan oleh
pemerintah atau hakum yang memiliki kewenangan dalam menentukan seberapa
besarnya dan bentul hukuman yang harus diberikan kepada si pelaku. Dapat
dilihat, bahwa jarimah ikhtilath termasuk ke dalam ketegori jarimah ta’zir ,
yang Dberkaitan dengan kejahatan terhadap kerusakan pada akhlak dan
kehormatan.®®

Jarimah Ikhtilath itu bukan termasuk kategori jarimah hudud atau
gishash/diyat, akan tetapi ikhtilath itu mempunyai hukuman yang ditetapkan
oleh Allah, karena pada dasarnya hukuman bagi pelaku ikhtilath adalah

% Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009),
him. 11.

% yasir Fajri, Penyelesaian Jarimah Ikhtilath, ... him. 32-33.

% Ibid, him. 31.
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hukuman ra’zir yang mana hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau
kepada pemerintah atau hakim yang memiliki wewenang. Menurut hukum Islam
hukuman razir itu adalah hukuman yang tidak dijelaskan di dalam ketentuan
nash dalam al-qur’an dan hadist.®” Hukuman razir ditetapkan sesuai dengan
tingkat kejahatan, besar kejahatannya, maka hukumannya juga berat sedangkan
dengan kejahatan nya kecil makan hukumannya sesuai kejahatannya. Tujuan
dari hukuman tersebut adalah untuk pencegahan adanya tindak pidana baru.
Bagi pelaku kejatan kecil tidak boleh dikenai hukum yang lebih , agar tidak
membuat pelaku trauma.®®

Ciri khas hukuman a ’zir, sebagai berikut:*

a. Penentuan hukuma tersebut adalah hak penguasa.
b. Hukumannya tidak tertentu, karena hukumannya ada batas maksimal dan
minimalnya.
Penjatuhan hukuman ta zir kepada pelaku ikhtilath, secara umum harus
mengacu pada 4 (empat) teori umum. Keempat teori tersebut sebagaimana telah
dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai berikut: ™
1. Hukuman ta’zir itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan
dengan memperhatikan kondiri fisik terhukum. Dalam hal ini, pejabat yang
berwenang menjatuhkan  hukuman ta’zir harus pandai dalam
mengaktualisasikannya.

2. Hukuman ta zir yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had. Dalam
teori ini, sebagian pendapat pengikut dari Syafi’i, bahwa hukuman ta’zir

terhadap pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan muhrimnya,

67 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him. 9.

® Anis Muayyanah, Analisis terhadap Sanksi ikhtilath dalam Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Aceh, (Skripsi:
Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Wali Songo, 2017), hlm. 41.

9 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas, ...him. 19.

" Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Thuriiq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, ed.
In, Hukum Acara Peradilan Islam, (terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006), him. 190-191.
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dan bergaul bebas (berbuat ikhtilath) dengan lawan jenis yang melebihi
batas-batas yang ditentukan syara’, tidak boleh melebihi hukuman had
perzinaan.

3. Hukuman fa’zir bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal
hukuman had. Dalam hal ini, menurut pendapat Syafi’i, Ahmad dan Abu
Hanifah, hukuman fa zir tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak
40 (empat puluh), atau 80 (delapan puluh) kali cambukan.

4. Hukuman ta zir maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan.
Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan
lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa hukuman za’zir memiliki batasan maksimal
dan minimal dalam menjatunkan hukuman kepada pelaku ikhtilath, dan
hukuman tersebut tidak melebihi hukuman had perzinahan. Oleh karena itu,
perbuatan ikhtilath merupakan bagian dari suatu keajhatan yang lebih
mengarahkan kepada perbuatan zina, maka hukuman tersebut tidak sampai pada
hukuman yang telah ditentukan kepada pelaku zina, di mana pelak zina itu telah
terbukti diberi hukumannya 100 kali cambuk bagi yang ghairu mukhsan, dan
hukuman rajam bagi yang muhsan.

Bentuk-bentuk hukuman fa’zir, yaitu hukuman cambuk, hukuman
penjara, hukumann pengasingan, dan nasehat. Semua bentuk dalam hukum
ta’zir bisa digunakan kepada pelaku ikhtilath, karena perbuatan ikhtilath
termasuk ke dalam jarimah ta’zir, selama tujuan pemberian hukuman itu
tercapai maka pencegahan terjadinya tindak pidana baru dan mencegah orang
lain dalam melakukan perbuatan jahat yang sama.”

Tujuan adanya hukuman fa zir untuk mencegah kerusakan dan menolak
timbulnya bahaya. Setiap perbuatan yang merugikan dan merusak orang lain,
maka itu hukumnya haram dan dilarang di dalam Islam. Hukuman za zir itu

diserahkan keapda penguasa, namun pelaksaannya teteap berperdoman kepada

T Anis Muayyanah, Analisis terhadap Sanksi, ... him. 41.



33

dasar-dasar yang dielah ditetapkan di dalam nash, yang bertujuan agar tidak
membuat kerusakan, keributan dan kekacauan.”

Bagi pelaku ikhtilath dikenakan ‘uqubat sebagaimana disebutkan di
dalam beberapa Pasal Qanun Hukum Jinayat Aceh.”

Pasal 25

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilath, diancam
dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda
paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama
30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan
fasilitas atau mempromosikan jarimah Ikhtilath, diancam dengan
‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau
denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau
penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26 “Setiap orang yang melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh)
tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat
puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh)
bulan”.

Pasal 27“setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah ikhtilath
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 91) dapat ditambah dengan
‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni
atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.

Qanun Hukum Jinayat tidak hanya memberikan ‘ugubat bagi pelaku

jarimah ikhtilath langsung, tetapi juga memberikan ‘ugqubat bagi orang yang
menuduh orang lain melakukan ikhtilath sebagaimana Pasal 30 Qanun Hukum
Jinayat:

(1) “Setiap orang yang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah
melakukan ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya
diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh
kali) atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau
penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk 45 (empat puluh lima)
kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram
emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

"2 1bid, him. 42.
”® Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
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E. Ikhtilath Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008
Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan aturan tentang
penjatuhan sanksi bagi pelaku ikhtilath. Sedangkan pemberian hukuman bagi
pelaku ikhtilath diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 16 ayat
(1) yang memberikan cara penyelesaian masalah ikhtilath melalui adat istiadat.
Ketentuan sanksi adat di Aceh merujuk pada Pasal 16 Ayat (1) Qanun
Aceh Nomor 9 Tahun 2008, terdapat 11 sanksi adat, yaitu:
Nasehat;
Teguran;
Pernyataan maaf;
Sayam;
Diyat;
Denda;
Ganti kerugian;

Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;

© © N o g Bk~ w D E

Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
10. Pencabutan gelar adat; dan
11. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Bagi masyarakat Aceh Tengah nama hukuman bagi pelaku khalwath dan
ikhtilath disebut besih lante, dan berbeda dengan daerah lain yaitu dengan
hukuman memotong seekor kambing. Di Aceh Tengah, besih lante merupakan
denda atau membayar denda dengan sejumlah uang Rp 1.000.000,00. Besih
lante adalah membersihkan lantai, maksud dari membersihkan lantai yaitu uang
yang diberi oleh pelaku khalwath atau ikhtilath digunakan oleh peradilan adat
gampong, untuk tabungan sosial masyarakat pada kampung tersebut. Besih

lante, masayarakat di Aceh tengah menganggap bahwa kampung mereka itu
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telah dibersihkan atau telah bersih, akibat ulah perbuatan khalwath dan ikhtilath
yang dilakukan oleh pelaku.”

Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain yang sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh adat gampong, vaitu dari keuchik,
imum meunasah, tuha peut, sekretaris gamping, ulama, cendekiawan dan
aparatur-aparatur gampong lainnya. Penyelesaian hukuman secara adat di
gamponng biasanya dilaksanakan di kantor keuchik, meunasah maupun di
masjid, Dalam mekanisme penyelesaian hukuman secara adat juga dilakukan di
tempat kejadian perkara, bauk itu di rumah keuchik maupun di akntor keuchik.”

Pembinaan dan membuat berkembagnya adat istiadat bertujuan untuk
membina tatanan masyarakat adat lebih kuat dan bermatabat, melestarikan
melindungi dan memelihara adat. Adat dan adat istiadat telah menjadi pemersatu
atau perekat di dalam masyarakat, oleh karena itu niali adat dan adat istiadat

sangat perlu dibimbing serta di kembangkan dalam kehidupan masyarakat.’

F. Hukum Pidana Adat

Hukum adalah gejala masyarakat , artinya bahwa hukum itu ada apabila
ada masyarakat. Sebaliknya, apabila tidak ada masyarakat, niscaya tidak ada
hukum. Secara umum, manusia itu diciptakan untuk bermasyarakat , hidup
umtuk berkelompok dan tidak ada satupun manusia yang dapat hidup sendiri-
sendiri dan dapat bertahan hidup lama, apalagi sampaia dapat diciptakan sebuah
masalah.”’

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masayarakat secara umum,
hukum adat menurut istilah itu jarang dijumpai di masyarakat umum, biasanya
ditemukan hanya dengan menyebut kara istilah adat yang berarti kebiasaan

dalam masyarakat tertentu. Secara etimologi adat berasal dari Bahasa Arabm

™ Teuku Muttagin Mansur, Hukum Adat dan Perkembangan, ...hlm. 228.

" Ibid, him. 229.

"® Ibid.

" Farkhani, Pengantar llmu Hukum, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), him 9.
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yaitu “adah” yang berarti sebuah kebiasaan. Artinya sebuah tingkah laku
masyarakat yang sering terjadi, sedangkan kata hukum secara etimologi berasal
dari Bahasa Arab, yaitu “hukmul” yang artinya ketentuan atau suruhan, apabila
digabung arti dari dua kata (Hukum dan Adat) berarti suatu perilaku masyarakat
yang selalu terjadi secaara terus-terusan dan dinamakan menjadi sebuah hukum
kebiasaan. Dalam perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah
adat dan kebiasaan, sehingga hukum adat tidak saama dengan hukum kebiasaan.
kebiasaan yang diakui di dalam perundang-undangan merupakan hukum
kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundang-
undangan.”®

Adat adalah sebuah aturan baik berupa perbuatan maupun ucapan yang
dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala. Adat juga diartikan bahawa segi
kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu
di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku
anggota masyarakat. Menurut Bapak Teuku Muttagin Mansur kata adat yautu
aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia. M.B Hooker
menyatakan adat dapat dibatasi oleh undang-undang dan dapat dinaytakan tidak
berlaku jika bertentangan dengan konstitusi republic. Adat dan negara juga
mempunyai hubungan yang sangat erat dan hubungan yang emmungkinkan
bahwa adat akan bertahan di amsa yang akan dating. Sedangkan menurut Bapak
Kamruzzaman Bustamam Ahamad, adat merupakan kebiasaan masyarakat yang
dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang.”

Dalam hukum Islam, adat disebut sebagai ‘urf. ‘Urf berasal dari kata al-
ma’rifah atau al-ma’ruf yaitu setiap kebaikan yang diketahui seseorang, ia
merasa senang dan tenang dengan kebaikan tersebut. ‘Urf atau al-ma rifah

lawan kata dari al-nukr (tidak mengetahui), sehingga kadang dimaknai dengan

"8 Soepomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT Prandya Paramita, 1993), him. 3.
" Teuku Muttagin Mansur, Hukum Adat dan Perkembangan,...him. 6.
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ilmu.®® Terdapat definisi yang sederhana dan menggambarkan hampir secara
menyeluruh makna ‘urf:%

a. Definisi Muhammad al-Khudari Husain
sl Joagl U e Je Lo 5340

Artinya: ‘Urf adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa
perkataan, perbuatan, atau tark (meninggalkan).
b. Definisi Mustafa al-Zarga

Jadsl g5 8 o8 5 bile e il

Artinya: ‘Urf adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau
perbuatan.
Kedua pengertian ini hampir sama. Keduanya menjelaskan bagaimana

keberlakuan “‘urf yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan
tersebar luas. Menjelaskan bentuknya berupa perkataan dan perbuatan yang
berasal dari pemikiran dan usaha (ikhtiar) suatu kaum. Definisi ‘urf secara luas,
yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dalam jiwa Sebagian
besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka,
serta tidak bertentangan dengan syari’at.82

Beberapa pengertian-pengertian adat yang disebutkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa Adat merupakan aturan atau kaidah yang dibuat oleh
manusia yang diamalkan sejak dahulu kala yang berupa tingkah laku, ucapan,
perbuatan untuk mengatur tata tertib anggota masyarakat. Pengertian dari kata
adat itu biasanya disebut kebiasaan saja, tetapi adat juga dianggap sebagai
undang-undang. Undang-undang yang diterapkan di gampong disebut dengan
ganun gampong. Kita sangat bertentangan dengan undang-undang, kalau di
Aceh disebut dengan Qanun Gampong, maka adat itu dianggap tidak berlaku,

dan hukum adat itu aturan yang tidak tertulis.

8 Muhammad Tahmid, Anita Marwing & Syamsuddin, Realitas ‘urf dalam
Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Pamekasan: Duta Media Publishing,
2020), him. 17.

%1 1bid, him. 20.

8 Ibid, him. 21.



38

Fungsi hukum Adat sebagi pedoman bagi manusia dalam bertindak,
bertingkah laku dan berbuat di dalam masyarakat. Pedoman ini merupakan
landasan bagi masayarakat , agar tidak melakukan pelanggaran hukum yang
sifatnya merugikan diri sendiri atau juga orang lain (masyarakat sekitar). Hukum
adat menjadi pedoman untuk membatasi diri agar tidak berlaku semena-mena,
karena dalam tatanan kehidupan masyarakat itu dibatasi oleh aturan-aturan adat
istiadat yang disebut sebagai kesopanan dan etika.*® Perspektif peraturan
perundang-udnangan Indonesia atau disebut dengan lus Constitutum, secara
terminologi adat dalam istilah hukum vyaitu hidup bermasyarakat, aturan yang
tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang bersifat adil dalam kehidupan
bermasyaraka.®*

Hukum pidana adat merupakan suatu fenomena dan suatu perilaku
sangat yang menganggu kestabilan masayarakat yang dapat menimbulkan
adanya reaksi dari amsyaarakat maka kestabilan tersebut dapat menimbangkan
dalam bermasyarakat yang baik. Bapak Bushar Muhammad mengatakan bahwa
hukum pidana adat merupakan suatu perbuatan yang sepihak dari seseorang atau
perkumpulan seseorang dengan menganggu, Mmenyinggung, mengancam
menagnggung kesetaraan dari kehidupan yang bersekutu yang bersifat tertulis ,
dan dapat membuat kesatuan dalam bermasayrakat . Perbuatan dalam tindakan-
tindakan sperti itu mengakibatkan suatu reaksi yang ada di kalangan-
kalangann.®

Muladi berpendapat bahwa aturan hukum pidana adat terdapat dalam

falsafah yang harmoni dan commmunal, bersama dengan itu bahwa hukum

8 Puput Purwanti, 7 tujuan Hukum Adat yang Berlaku di Indonesia. diakses pada 16
Juni 2021, https://www.google.com/amp/s/hukamnas.com/tujuan-hukum-adat/amp.

8 Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas,
Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Hukum dan Peradilan, volume 2 No. 2,edisi
2013.

8 1bid. him. 144-147.
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pidana adat akan lebih mencakup kepada “Law making” dan “Law enforcement”
dan memilik syarat-syaratnya, sebagai berikut:®
1. Harus menimbulkan keriugian atau korbannya yang jelas,
2. Timbulnya kerugian, dikarenakan penghukuman, hukuman tersebut kecil
dari pada kejahatannya,
3. Apabila masih ada acara lain yang lebih efektif maka hukum pidana yang
diapakai,
4. Dapat diterapkan secara efektif dan baik, dan
5. Harus didukung oleh masyarakat.
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat
dan Adat Istiadat mendefinisikan tentang adat, adat istiadat dan kebiasaan.
Pasal 1 ayat (10) menyatakan:

Adat adalah, aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam
masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
Pasal 1 ayat (11) merumuskan:

Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis uang hidup dan
berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila
dilanggar.

Pasal 1 ayat (12) berbunyi:

Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari
generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang
sesuai dengan syarai’at Islam.

Pasal 1 ayat (13) berbunyi:

Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang
kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta
dilaksanakan oleh masyarakat.

Beberapa syarat yang dikatakan sebelumnya merupakan sebuah tindak

pidana yang harus melakukan perbuatan yang melawan hukum, sifat dalam
melawan hukum ini teradapat dalam teori ilmu hukum pidana itu dikenal dengan
adanya sifat melawan hukum secara tegas dan diatur dalam undang-undang

tertulis dan sifat melawan hukum yang tidak tertulis merupakan sebuah

8 Nyoman Serikat P. J, Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum
Pidana Nasional, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, edisi April 2016.



40

tantangan dengan norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku pada
masyarakat adat. Oleh karena itu, bahwa Hukum tidak hanya undang-undang
saja, tetapi hukum pidana adat juga memiliki kedudukan yang jelas yaitu berada
dalam hukum pada umumnya.®’

Di Aceh bagi yang melanggar aturan gampong dapat diselesaikan
dengan hukum pidana adat di gampong masing-masing dan tidak dapat
diselesaikan di peradilan umum mapun diperadilan lainnya, kecuali pihak
oerangkat gampong yang tidak dapat menanganinya. Pada kasus ikhtilath dan
khalwat itu merupakan suatu pelanggaran pada ganun gampong. Hukum pidana
adat tidak dapat diabaikan dikarenakan hukum pidana adat memiliki kaidah-
kaidah hukum yang memiliki nilai moral yang tinggi dan berlaku secara umum
bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

Kesimpulannya adalah dalam aturan hukum adat yang masih
berkemnbang itu di anggap oleh masyarakat serta menjadi bagian dari tatanan
dalam berperlaku yang baik atas sesama. Karena peraturan-peratuan adat ini
hukum yang tidak tertulis dan tumbuh berkembang sampai sekarang. Hukum
adat ini memunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri yang baik dan beratur,
jadi apabula ada yang melanggarnya maka akan dikenakan hukuman adat yang

ada di wilayah masing-masing.

8 1. Sriyanto, Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional
(Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional), http/www.jhp.ui.ac.id, diakses
tanggal 19 Juni 2021.
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BAB TIGA
PEMBERIAN HUKUMAN OLEH PERANGKAT GAMPONG
TERHADAP PELAKU IKHTILATH DI MUKIM LHOKNGA

A. Profil Mukim Lhoknga

Mukim Lhoknga merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Lhoknga,
Kabupaten Aceh Besar, yang terletak di sebelah selatan pusat kecamatan
Lhoknga dengan luas wilayah 31,30 km2. Wilayah mukim Lhoknga Kabupaten
Aceh Besar dapat diaskes dari Banda Aceh melaui jalan raya Banda Aceh
menuju Kota Meulaboh dengan empuh waktu sekitar 25 menit, yang tepatnya di
Kawasan PT. Lafargee Ceement Indonesiaa. Mukim Lhoknga terdiri dari 4
(empat) gampong, yaitu:

1. Mon lkeun

Gampong Mon Ikeun adalah sebuah gampong yang terletak di
kemukiman Lhonga. Pada awalnya Gampong Mon lkeun adalah gampong yang
berdiri sendiri, karena jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah maka
gampong Mon lkeun menjadi bagian dari mukim Lhoknga. Diberi nama Mon
Ikeun Karena Gampong ini dulunya memiliki sebuah sumur dan banyak
ikannya. Luas wilayah Gampoing Mon Ikeun 28,67 km2. Gampong Mon Ikeun
memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Dayah, Dusun Geumbak Meualon, Dusun
Maimun Saleh dan Dusun Krueng Raba.

Secara Geografis, Gampong Mon lkeun merupakan suatu area dataran
rendah dan landau, pemanfaatan lahan sebagian besar merupakan area
permukiman yang di dalamnya mencakup prasarana umum, kebun dan area
taman. Gampong Mon lkeun terletak di antara:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lampuuk dan Lamlhom,
2) Sebelah timur dengan Gampong Weuraya dan Lamkruet,
3) Sebelah Barat dengan Laut Hindia, dan

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leupung
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2. Weu Raya

Weuraya merupakan sebuah gampong di Mukim Lhoknga. Letak
Gampong Weuraya di sebelah Barat Gampong Mon Ikeun dengan luas wilayah
0,21 km2. Jumlah penduduk di Gampong Weuraya 920 jiwa. Gampong Weu
Raya, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, hanya 9 meter / 29,53 kaki di
atas permukaan laut, jadi jika laut naik 2 meter daerah terdekat akan
terpengaruh. Banjir akan lebih sering terjadi, dan penduduk di daerah pesisir

terdekat harus direlokasi .t

3. Lamkruet

Lamkruet adalah sebuah gampong di Mukim Lhoknga, letak Gampong
Lamkruet di sebelah barat dengan Gampong Weuraya dan Gampong Mon
Ikeun. Luas wilayah 0,61 km?2 Gampong Lamkruet, Mukim Lhoknga,
Kabupaten Aceh Besar, hanya 11 meter / 36,09 kaki di atas permukaan laut, jadi
jika air laut naik 2 meter daerah terdekat akan terpengaruh. Banjir akan lebih
sering terjadi, dan penduduk di daerah pesisir terdekat harus direlokasi.*

4. Lampaya

Lampaya juga merupakan sebuah gampong yang ada di Mukim Lhoknga
dengan luas wilayah 1,81 km2. Pemberian nama lampaya berasal dari kata
"lham" (tenggelam) dan “paya” (rawa-rawa), diwujudkan menjadi “"lhampaya".
Letak Gampong Lampaya sebelah dengan Gampong Weuraya. Gampong
Lampaya, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, hanya 10 meter / 32,81 kaki
di atas permukaan laut, jadi jika laut naik 2 meter daerah terdekat akan
terpengaruh. Banjir akan lebih sering terjadi, dan penduduk di daerah pesisir

terdekat harus direlokasi.®

8 Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Lhoknga, Kecamatan Lhoknga dalam Angka
2020, (Aceh Besar: Bappeda & BPS Aceh Besar, 2020), him 7.

% 1bid, him 6.

% Ibid, him. 23.
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B. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku Ikhtilath di Mukim
Lhoknga

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat
dan Adat Istiadat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa
adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam
masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Dalam
angka 11 nya menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak
tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki
sanksi apabila dilanggar.”

Dalam penyelesaiannya, qanun tersebut mengamanahkan seperti
dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

Pasal 3 ayat (2): Penyelesaian sengketa/perselisinan adat dan adat istiadat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara
bertahap.

Pasal 3 ayat (3): Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar
sengketa/perselisinan diselesaikan terlebih dahulu secara
adat di gampong atau nama lain.

Pelaksanaan hukum pidana adat bagi pelaku ikhtilath di Mukim

Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, hasil wawancara penulis pada taanggal 07 April
2021 dengan Keuchik Gampong Mon Ilkeun, yaitu Bapak Faisal. Beliau
menjelaskan mengenai pelaksanaan hukuman bagi pelaku ikhtilath. Pada saat
pelaksanaan hukuman bagi pelaku ikhtilath itu harus dihadiri oleh pelaku dan
ditentukan secara hukum pidana adat yang melalui mekanisme-mekanismenya,
dan yang memutuskan dalam ketua sidang peradilan adat tersebut vyaitu
Keuchik, dan dihadiri oleh perangkat gampong lainnya seperti Sekdes
(Sekeretaris Desa), Tengku Imum, Tuha Peut, Pemuda Gampong dan

masyarakat yang mengetahui atas terjadinya perbuatan si pelaku.”

%! Bani Syarif Maula, Al-Manahij, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, edisi 2020.
%2 Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal, Keuchik Gampong Mon Ikeun, Mukim
Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 April 2021.
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Herli salah seorang pegawai di
kantor camat Lhoknga dan menjabat sebagai Penanggungjawab Gampong
Lampaya, hukum yang berlaku pada masayraakat di Mukim Lhoknga, termasuk
di Gampong Lampaya, Mon lkeun, Lamkruet diberlakukan hukum pidana adat.
Qanun Adat Gampong sedang diproses disalah satu Mukim Lhoknga, Gampong
Mon lkeun. Tetapi beberapa gampong lain yang ada di Mukim Lhoknga belum
merancang Qanun Adat Gampong. Penyelesaian kasus-kasus yang pernah
terjadi di Mukim Lhoknga masing-masing diselesaikan dengan cara
musyawarah bersama perangkat gampong.”

Begitu juga halnya dinyatakan oleh Pak Faisal, Keuchik Gampong Mon
Ikeun bahwa hukum Pidana adat tiap-tiap gampong di Mukim Lhoknga,
Kabupaten ‘Aceh Besar mempunyai tugas-tugas/ perananan-peranan penting
dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, sering
ditemukan pada kasus ikhtilath, khalwat dan kasus-kasus lainnya yang sering
terjadi di Gampong Mon Ikeun. Berikut fakta-fakta yang ditemukan melalui
wawancara dengan Bapak Faisal selaku Keuchik Mon Ikeun bahwa:
Kasus ikhtilath memang sering terjadi di mana pun, bahkan bukan di
daerah Gampong Mon Ikeun saja, di “mana-mana banyak yang
melakukan ikhtilath tersebut mau di warung kopi, kampus, sekolah,
kantor dan lain-lain. Pada tiap-tiap gampong di Mukim Lhoknga ini,
terutama di Gampong Mon' Ikeun, dalam menangani kasus ikhtilath ini
juga dibantu oleh warga dalam menyelesaikan kasus-kasus ini dan dapat
diselesaikan secara mufakat, mulai daripelaporan dari masyarakat sekitar
yang menyaksikannya tersebut. Peradilan adat secara pribadi itu tidak,
mecari dalam kasus tersebut tersebut tidak dengan secara langsung.
tetapi adanya pelaporan dari warga. Di Gampong Mon Ikeun sedang
proses Qanun Gampongnya. Biasa yang kami tangani hukuman bagi
pelaku ikhtilath ini berbeda, ada yang melakukan perbuatan ringan dan
melakukan perbuatan berat, yang dimaksud perbuatan ringan, seperti
bersentuh-sentuhan, berpelukan dengan adanya unsur kesengajaan dan
tidak layak dipandang oleh orang lain. Hukuman tersebut berupa
nasehat, memberi santunan kepada anak yatim di Gampong Mon lkeu,
membersihkan meunasah dan kantor keuchik. Perbuatan berat yang
dimaskud berupa perbuatan yang layaknya suami istri, hukuman yang
diberikan denda berupa 1 ekor kambing per orang untuk Gampong Mon

% Hasil wawancara dengan Pak Herli, Penanggungjawab Gampong Lampaya, Mukim
Lhoknga, kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 April 2021.
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Ikeun 9s;lerta diusir dari gampong bagi yang tinggal di Gampong Mon
Ikeun.
Dalam kaitannya dengan adanya pelanggaran atau perbuatan ikhtilath

diselesaikan melalui Hukum pidana Adat. Penyelesaian tersebut memiliki
aturan-aturan tersendiri yang berdasarkan hukum pidana adat masing-masing,
mulai dari tahap awal yaitu pelaporan dari warga yang melihatnya atas perilaku
tersebut sampai pemberian hukuman bagi pelakunya. Tahapan pelaporan
mengenai keterang-keterangan atas informasinya si pelaku, didapati oleh
masyarakat setempat atau disebut dengan saksi.

Bapak Syukrullah selaku Keuchik Kampung Lamkruet, Mukim
Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, menjelaskan:

Pada kasus ikhtilath ini merupakan suatu pelanggaran atas perbuatan
yang dilarang, sebab perbuatan tersebut merupakan sjuatu perbuatan
yang menjrus kepada perzinahan. Dalam menangani atas perilaku
tersebut, perangkat gampong, pemuda gampong dan masyarakat
gampong bermusyawarah dan sepakat bahwa atas perbuatan ikhtilath itu
pada umumnya diterapkan dengan ketentuan adat di gampong. Dalam
penyelesaian kasus ikhtilath di Gampong Lamkruet, itu diawali dengan
adanya pelaporan dari warga setempat, lalu keuchik mengarahkan
kepada perangat gampong agar membawa si pelaku ke kantor keuchik
untuk diinterogasi atas kelakuan yang telah mereka perbuat. Lalu, kedua
pelaku dibawa ke Masjid untuk diberikan hukuman. Pemberian hukuman
bagi pelaku ikhtilath itu sebelumnya kami berdiskusi dulu dengan
perangkat-perangkat gampong. Hukuman yang diberikan kepada pelaku
ikhtilath itu berupa nasehat bagi perbuatan yang ringan seperti
bersentuh-sentuhan, * apabila perbuatan yang berat seperti layaknya
hubungan suami istri maka diberi hukuman, seperti membayar denda,
membersihkan meunasah, denda berupa memotong kambing dan diusir
dari gampong bagi pelaku yang tinggal di Gampong Lamkruet, dan
penyelesaian hukuman tersebut dihadiri oleh Keuchik, Tengku Imum
(Imum Meunasah), Tuha Peut, Pemuda Gampong dan warga.®

Dari ketiga gampong tersebut, hasil penulis wawancarai itu dapat

disimpulkan bahwa hukuman adat yang ada di Mukim Lhoknga itu hampir

* Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, Keuchik Gampong Mon Ikeun, Mukim
Lhoknga, kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 April 2021.

% Hasil wawancara dengan Bapak Syukrullah, Keuchik Gampong Lamkruet, Mukim
Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 April 2021
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sama, seluruh masayarakat yang ada di ketiga gampong tersebut memiliki tugas
atau peranan terpenting dalam menangani kaasus ikhtilath, dari ketiga gampong
tersebut mekanisme awalnya itu mulai dari tahap pelaporan dari warga setempat.
Mulai dari tahap pelaporan sampai selesai pada tahap penyelesaian/ pemberian
hukuman itu dilakukan dengan secara bermusyawarah dengan perangkat
gampong. Proses penyelesaian kasus ikhtilath sebagian gampong ada yang
dilaksanakan di Meunasah, Kantor Keuchik ataupun Masjid terdekat.
Penyelesaian tersebut dihadiri oleh seluruh perangkat gampong sebagaimana
yang dikemukakan sebelumnya.®®

Untuk proses persidangan, Keuchik dan Imum Meunasah menanyakan
kronologisnya terlebih dahulu, dan bertanya kepada warga atau saksi-saksi yang
melihat atau mendengar atas perlakuan tersebut dan meminta pandangan dari
tuha peut dan pemuda gampong atas perlakuan tersebut. setelah mengumpulkan
hasil-hasil interogasi antara perangkat gampong dengan saksi lalu
bermusyawarah dan mengambil keputusan tersebut sesuai aturan-aturan gampng
yang sudah disepakati di gampong. Apabila si pelaku terbukti salah dalam
melakukan hal tersebut maka dikenakan hukuman berupa nasehat, memberi
santunan kepada anak yatim di gampong tersebut, membayar denda berupa uang
dan 1 (satu) ekor kambing/orang untuk gampong, membersihkan meunasah dan
kantor keuchik dan diusir dari gampong tersebut. Aturan yang ada di Mukim
Lhoknga sudah terapkan tetapi tidak tertulis.””

Aturan-aturan adat yang ada di Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhoknga,
Kabupaten Aceh Besar sama dengan aturan-aturan yang ada di gampong lain.
Hukum yang ada di mana mana dan berkembang dalam masyarakat. Hukum
adat merupakan suatu panutan yang dijakan dalam kegiatan dalam tatanan
pemebrian hukuman bagi peaku yang melanggar dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan aturan yang ada di Mukim Lhoknga ini hukuman yang diberikan

% Hasil wawancara dengan Bapak Herli, Salah Satu Pegawai di Kantor Camat dan
Penanggungjawab Gampong Lampaya, pada tanggal 07 April 2021.
97 H
Ibid.
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kepada pelaku ikhtilath itu hukumannya masih dalam hukum yang tidak tertulis

dan dijadikan kebiasaan sehari-hari oleh mereka dari masa ke masa.”

Hukum Pidana Adat yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat

Aceh itu berbeda dengan kebiasaan adat yang berada di wilayah Indonesia.

Perkembangan atas hukum adat yang di Aceh itu menjadi sebuah prakteknya

dalam kehidupan sehari-hari. Aceh memiliki kewenangan di dalam konstitusi,

yang maksudnya bahwa hukum kebiasaan yang berlaku di Aceh mendapatkan
peraturannya dari pemerintah. Kebiasaan adat di Aceh itu tidak setara dengan
hukum positif (hukum pidana) , tetapi di Aceh memebrikan kesempatan kepada
eprangkat gampong dalam penyelesaian perkara-perkara dengan meggunakan
hukum adat amsing-masing.*®

Ada beberapa metode dalam penyelesaian sengeketa adat yang dilakukan
dalam setiap perkara itu tejadi di dalam masyarakat, antara lain:'*

1. Bermusyawarah dengan perangkat gampong untuk menyelesaikan sengketa
adat.

2. Penyelesaiain pihak keluarga dari pihak yang bersengkata yang biasaya
mempunyai hubungan yang dekat.

3. Penyelsaian melalui adat gampong atau penyelesaiannya diselesaika oleh
oerangkat gampong terhadap berbagai sengketa-sengketa yang dilaksankan di
Kantor Keuchik atau Meunasah.

Mekanisme Pemberian Hukuman bagi pelkau Ikhtilath yang dilakukan
melaui beberapa mekanisme, yaitu :

1. Pelaporan

Proses awal yaitu pelaporan atas perbuatan ikhtilath yang disampaikan
olen warga ke Keuchik Gampong. Diketahui bahwa pasangan muda-mudi

melakukan perbuatan yang tidak senonoh di tempat tersebut. Dengan adanya
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warga yang melapor keapda keuchik gampong, kemudian keuchik
menindaklanjuti atas perilaku tersebut. Secara pribadi, pihak perangkat
gampong tidak mengontrol atau tidak mencari aksus itu, tetapi diketahui Ketika
masyarakat melapor. Dapat kita pahami atas ketarangan-ketaramg dari pelapor
ke ke perangkat gampong. Bapak Faisal menyatakan bahwa kasus-kasus
ikhtilath , selama ini diselsaikan secara adat yang mana hasil dari pealporan atau
pengaduan dari pihak warga, lalu diserahkan keapda pemuda gampong untuk
melakukan proses penangkapan.*™*
2. Penangkapan

Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan dari warga, lalu pemuda
gampong melakukan penangkapan terkait pelaku kejahatan tersebut.
Penangkapan terhadap pelaku ikhtilath dilkukan oleh beberapa pemuda
gampong dengan menemui langsung kedua pelaku, kemudian dibawa ke Kantor
Keuchik. Lalu dilakukan pemeriksaan oleh Keuchik , Imum meunasah, dan
perangkat gampong lainnya untuk menanyakan dan meminta keterangan-
keterangan kepada pelaku. Karena sudah ada laporan dari warga , maka pemuda
gampong secara langsung melakukan penangkapan dan meminta keterangan
terlebih dahulu kepada si pelaku. Dalam proses tahapan pemberian keterangan
ini dilakukan di Kantor Keuchik yang dilakukan oleh perangkat gampong,
seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Tengku Imum (Imum Meunasah.**
3. Meminta / Pemberian Keterangan Kepada Pelaku

Pada tahapan ini, perangkat gampong meminta identitas pelaku serta
menentukan apakah sipelaku ini bagian dari masyarakat Mukim Lhoknga atau
dari Gampong Lain. Seabagimana seperti yang diejlaskan oleh Keucik
Gampong Lamkruet, bahwa pentingnya tahap pemberian keterangan ini
bertujuan untuk meminta keterangan pelaku yang mengenai sejauh mana

kejahatan tersebut yang telah mereka lakukan, meminta keterangan status

101 Hasil wawancara dengan Bapak Herli, Pegawai di Kantor Camat Lhoknga dan
Penangguglzgjawab Gampong Lampaya, pada tanggal 07 April 2021.
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pernikahan, keterangan umur, keterangan domisili dan pertanyaan-pertanyaan
lainnya.'%®

Terkait kasus tersebut, Bapak Faisal menyatakan bahwa pada tahun 2018
ada kasus ikhtilath, dan telah diselesaikan kasus tersebut, Bapak Syukrullah
menyatakan bahwa pada tahun 2019 juga telah ada perbuatan ikhtilath yang
diselesaikan dan Bapak Herli juga menyatakan bahwa pada tahun 2020 di
Gampong Lampaya telah diselesaikan kasaus ikhtilath, yang mana berdasrkan
hasil pemeriksaan dari ketiga gampong tersebut terkait kasus ikhtilath ini, satu
pasangan yang merupakan warga Mukim Lhoknga dan dua pasangan lagi bukan
dari warga Mukim Lhoknga.'®*

Bapak Firdaus selaku bapak mukim di Mukim Lhoknga, Kecamatan
Lhojnga, Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa pada tahapan pemberian
keterangan itu sangat penting. Perangkat gampong yang memeriksa perkara
tersebut biasanya menanyakan masalah idenstitas is pelaku, apakah si oelaku
sudah menikah atau belum, apa masih sekolah atau sudah bekerja, dan lain-lain
lainnya, karena pelaku ikhtilath yang pernah terjadi itu justru ditemukan bahwa
pelaku tersebut sudah mempunyai istri dan suami masing-masing. Kasus
ikhtilath yang sepasang yang sudah memiliki pasangan sah masing-masing tetapi
dari kedua pelaku tersebut itu sama-sama warga dari Mukim Lhoknga.

4. Pemberian Hukuman

Setelah dilakukan tahap pemberian keterangan sekaligus peomeriksaan
dan pengumpulan infromasi-infirmasi, lau dilamjutka dengan tahap dilakukan
proses musyawarag adat untuk dilakukannya hukuman bagi pelaku ikhtilath.
Pada permusyawarahan ini dihadiri oleh Keuchik, Tengku Imum (Imum
Meunasah), Tuha Peut dan perangkat gampong lainnya. Di samping ini, apabila
si pelaku tersebut dari masyarakat Mukim Lhoknga, maka keluarga pelaku juga
ikut menyaksikan dan memberikan beberapa keterangan tambahan dalam
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musyawarah tersebut. Bapak Herli menjelaskan bahwa dalam musyawarah adat
ini dilakukan dengan beberapa kesepakatan, yaitu kesepakatan atas ketetapan
hukuman , berupa denda yang diperuntukkan kepada masing-masiang pelaku
ikhtiath, kemudian dimintai keterangan-keterangan kepada pelaku atas
hubungan mereka dan sejauh mana kejahatan mereka yang telah mereka laukan
sebelum tercyduk. Apabila pelaku ini benar-benar mengakui kesalahannya dan
terbukti bahwa telah melakukan perbuatan ikhtilath, maka kedua pelaku
diberikan hukuman oleh perangkat gampong.*® Sebagaimana dijelaskan oleh
Bapak Herli, bahwa proses musyawarah ini akan dilakukan beberapa
kesepakatan. Di-antaranya yaitu kesepakatan atas ketetapan sanksi berupa denda
yang diperuntukkan kepada masing-masing pelaku. Kemudian, dalam hal ini
juga dimintai keterangan kepada pelaku atas hubungan mereka. Namun, pada
prinsipnya bagi pelaku yang benar-benar terbukti telah melakukan ikhtilat, maka
kedua pelaku diberikan hukuman oleh perangkat gampong.’®® Dari hasil
penjelasan di atas mengenai tahap bermusyawarah adat dilakukan setelah
terkuumpulnya informasi-informasi bagi tiap-tiap pelaku. Dalam musyawarh ini,
bagi pelaku yang tinggal atau asli dari Mukim Khoknga maka diharuskan untuk
menghadiri pihak keluarga , agar diketahui terkait Tindakan pelanggaran
syari’at oleh anggota keluarganya.

Pemberian hukuman bagi pelaku ikhtilath, hasil musyawarah dengan
masyarakat, yaitu membayar denda sebesar Rp 500.000,00, membayar denda
berupa 2 (dua) ekor kambing dengan masing-masing membayar 1 (satu) ekor
kambing dan diusir dari gampong tersebut apabila pelaku warga dari Mukim
Lhoknga. Namun yang dinyatakan Ketika salah satu pihak yang melakukan
perbuatan tersebut yang bukan warga mukim Lhoknga, itu diberi hukumannya

sama , berupa membayar denda 2 ekor kambing dengan masing-masing

105 Hasil wawanacara dengan Bapak Herli, Pegawai Kantor Camat dan
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membayar 1 ekor kambing dan uang sebesar Rp 500.000,00, memberikan
santunan keapda anak yatim di gampong tersebut dan membersihkan meunasah
dan kantor keuchik.'”’

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada
mekanisme-mekanisme pemberian hukuman itu melalui beberapa tahapan-
tahapan penting, di setiap keterangan , baik keterangan dari pelaku maupun

ketarangan para saksi akan dikumpulkan pada tahapan pemberian hukuman.

C. Penerapan Hukum Adat Oleh Perangkat Gampong dalam Memberikan
Hukuman Bagi Pelaku Ikhtilath Ditinjau dalam Hukum Islam

Islam memandang setiap bentuk jarimah atau tindak pidana yang akan
diancam dengan suatu hukuman, termasuk ancaman tersebut yang ditujukan
pada perbuatan-perbuatan maskiat, yang khususnya perbuatan di mana laki-laki
berbaur dengan perempuan. Dalam fikih, dapat dipahami bahwa perbuatan
ikhtilath merupakan bentuk kejahatan yang belum ditetapkan hukumannya
secara tegas baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist. Dalam teori hukum
Islam, ditetapkan bahwa terhadap suatu perbuatan yang belum diterangkan
secara pasti tentang hukumannya, pemerintah atau hakim yang berwenang
dalam menetapkan ukuran dan jenis hukumannya, untuk jenis perbuatan yang
belum ditetapkan hukumannya tersebut, ulama sepakat dikenakan hukuman
ta’zir %

Dalam pandangan islam, bahwa ikhtilath merupakan suatu perbuatan
yang mengarahkan kepada perbuatan zina, Segala bentuk perbuatan yang
mendekati zina itu sangat dilarang dalam agama. Dalam larangan yang terdapat
itu berupa ikhtilath. Lakilaki dan perempuan yang melakukan perbuatan

ikhtilath itu merupakan pokoknya menjadi kerusakan atau keburukan sesuatu.

07 Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Akbar, Imuem Mukim Lhoknga, pada
tanggal 31 Juni 2021.
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(Jakarta: Gema Insani, 2004), him. 726.
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Oleh karena itu, perbuatan yang menjadi penyebab terjadinya perzinaan.
Meskipun perbuatan tersebut dilarang, namun jika dilihat bentuk hukumannya,
maka itulah menjadi bagian dari tugas ulama untuk menetapkannya.'®® Dalam
kaitan dari permasalahan tersebut, maka lIbnu Qayyim mengatakan bahwa
pemerintah tidak boleh membiarkan laki-lai dan perempuan untuk berkumpul-
kumpulan atau berbaur (ikhtilath) dengan satu sama lain. Dalam kasus ikhtilath ,
di mana seorang perempuan pedagang atau seorang pembantu yang berbaur
dengan orang lain (laki-laki) dan tidak dicurigai melakukan hal-hal maksiat,
maka hal tersebut tidak ada alasan yang menghalanginya, jadi dalam arti bahwa
pergaulan itu diperbolehkan tetapi tidak dengan adanya niat untuk bermaksiat.

Dalam Islam, perbuatan ikhtilath bagian dari perbuatan jarimah, di mana
perbuatan ikhtilath belum ditentukan hukumannya, hukuman yang dapat
dijatuhhkan adalah hukuman fa zir, yang artinya hakim atau pemerintah dapat
menetapkan ukuran dan jenis hukumannya. Jenis dan ukurannya hukuman ta zir
bisa berupa nasehat, denda, hukuman cambuk dan pengasingan. Sebagaimana
yang telah dijelaskan pada bab tiga poin B, bahwa dalam hukum pidana adat di
Mukim Lhoknga, bahwa jarimah ikhtilath merupakan bagian dari bentuk
pelanggaran hukum adat. Jenis pelanggaran ini akan diselesaikan menurut
hukum pidana adat gampong masing-masing. Hukuman teserbut berupa nasehat,
dua ekor kambing, dan hukuman lainnya. Penetapan hukuman tersebut melalui
beberapa prosedur dalam penyelesaiannya, yaitu diawali dengan pelaporan dari
masyarakat atas adanya perbutaan ikhtilath, pemeriksaan, hingga pada tahap
proses penyelesaiannya.

Dtinjau dalam proses penyelesaian ikhtilath yang ada di lapangan dari
segi hukum islam, bawha proses penyelesaian tersebut tidak menyalahi hukum,
karena prosedur penyelesaiannya adalah dilakukan oleh pemerintah gampong.

Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan proses hukum,

19 1hnu Qayyim al-Jauziyah, al-Firasat, ed. In, Firasat, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka

Azzam, 2000), him. 324
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dalam menyelesaikan kasus-kasus likhtilath, nsmun intinya adalah proses
pelaksanaannya, berikut dengan penentuan jenis atas pelaku sepenuhnya yang
diserahkan kepada pihak yang berwenang.'’® Pihak yang berwenang adalah
perangkat gampong khususnya seperti yang di Mukim Lhoknga, Kabupaten
Aceh Besar. Bentuk hukuman yang diettapkan atas pelaku ikhtilath sebagaimana
yang diberlakukan di Gampong Mon Ikeun, lamkruet, Lampaya , Mukim
,Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, tidak sesuai bahkan sangat jauh berbeda
engan bentuk sanksi yang telah di atur dalam Qanun Aceh, tidak hanya dalam
masalah ketentuan hukumannya, juga dalam masalah proses penyelesaiannya
hukum antara yang ada dalam ganun dengan aturan adat di Gampong Mon
Ikeun, Lamkruet dan Lmapaya. Di mana proses penyelesaian kasus ikhtilath di
dalam Qanun dilakukan melalui sidang di MS (Mahkamah Syar’iyah).
Kesimpulannya adalah hukuman yang diterapkan di dalam Qanun Aceh berbeda
dengan hukuman yang diterapkan di dalam hukum adat masing-masing.

Tidak hanya dalam masalah ketentuan hukumannya, juga dalam masalah
proses penyelesaian hukum antara yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayat dengan hukum pidana adat di Gampong Mon
Ikeun, Lamkruet dan Lampaya juga berbeda. Di mana proses penyelesaian kasus
ikhtilath di dalam Qanun Jinayat dilakukan melalui sidang resmi di Mahkamah
Syar’iyah. Dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan dalam Qanun
Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 berbeda dengan sanksi yang diterapkan di dalam
hukum pidana adat.

Namun demikian, kedudukan hukum adat dalam menyelesaikan kasus-
kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat memang telah diberi wewenang
oleh beberapa Qanun Aceh, misalnya dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10

Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua ganun tersebut di satu sisi menjadi

119 Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda
Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), him. 27.
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indikasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya menjadikan adat yang ada di
Aceh berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
pemerintahan Aceh.'*!

Kasus ikhtilath yang diselesaikan di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan
Lampaya, juga bertentangan dengan ketentuan MAA Dan Qanun Aceh yang
memberikan wewenang hanya padaa kasus-kasus tertentu, tidak hanya kasus
ikhtilath, kasus khalwat juga masuk di dalamnya. Kasus ikhtilath bukan menjadi
wewenangan peradilan adat. Kasus ikhtilath yang ada di Mukim Lhoknga
betentangan dengan Qanun Aceh maupun dalam ketentuan MAA, karena kasus
ikhtilath tersebut bukan kewenangan Lembaga adat. Di Aceh kasus-kasus
seperti ikhtilath dan khalawat biasanya diselesaikan secara adat, dan hukuman
tersebut dari masa ke masa sudah diterapkan secara bermusyawarah dan
hukuman tersebut tidak tertulis tetapi dipakai sampai kapan pun. Seperti Bapak
Faisal mengatakan bahwa:

Kasus ringan seperti ikhtilath, khlawat, kalau bisa diselesaikan di
Gampong ya kami selesaikan di gampong, karena kasus-kasus seperti itu
sering terjadi dari masa dahulu. Kalau perbuatan zina atau perbuatan-
perbuatan yang kami tidak sanggup selesaikan baru kami serahkan
pelakunya kepada jalur hukum, diserahkan ke satpol PP, biar satpol PP
yang menindaklanjuti.

Berkaitan dengan penilaian terhadap penyelesaian jarimah ikhtilath yang

ada di gampong Mon lkeun, Lamkruet, Lampaya, Mukim Lhoknga, Kabupaten
Aceh Besar, ada yang menjadi ukuran atas penyelesaian jarimah ikhtilath yaitu
melakui hukum Islam, di mana hukum Islam juga telah mnegaturnya. Hukuman
bagi pelaku ikhtilath adalah hukuman fa’zir, di mana hukuman ta’zir
itumengandung arti yaitu jenis hukuman yang dapat diberikan atas pelaku
kejahatan dan pelaku yang bermaksiat, tetapi belum ditetapkan secara rinci di
dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist Rasulullah saw. Kemudian, Ulama memberikan

ketentuan bahawa jenis-jenis perbuatan yang belum ditetapkan hukumannya

111 Majelis Adat Aceh, Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat
yang Adil dan Akuntabel, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), him. 23.
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merupakan bagian dari wewenang hakim atau pemerintah yang menentukannya,
baik itu ukuran atau jenis hukumannya.'*?

Ditinjau dalam hukum Islam, bahwa hukuman yang diberikan kepada
pelaku ikhtilath, diterapkan pada masayarakat Mukim Lhoknga, secara teori
hukum tidak menyalahi hukum Islam, dikarenakan pada hukuman denda yang
diberikan keapda pelaku berupa pembayaran sejumlah uang juga itu termasuk ke
dalam jarimah ta’zir. Proses yang berwenang dalam menetapkan hukuman
tersebut juga bagian dari hakim atau pemerintah. Hakim atau pemerintah dalam
lingkup gampong tentunya perangkatnya itu terdiri dari Keuchik (kepala desa),
Tengku imum (imum meunasah) dan tuha peut.

Demikian itu, menurut penulis bahwa ketentuan Qanun Aceh tersebut
salah satu bentuk aplikasi hukuman ta zir, yang artinya pemerintah Aceh secara
umum mempunya hak dan kewenangan dalam menetapkan hukuman bagi
pelaku ikhtilath yang ketentuannya hukumannya belum dimuat secara tegas
dalam syara’. Sebagaimana dalam ketentuan yang dimuat di dalam Qanun
bukan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh ulama-ulama, melainkan
ketentuan nyata dari pemerintan Aceh itu sendiri, karena jika dilihat dalam
pendapat ulama terdahulu, bahwa hukuman bagi perilaku tersebut tidak
dijelaskan secara rinci, namun diberikan keapda pemerintah untuk
menetapkannya, mulai itu dari hukumannya seperti nasehat, cambuk,
pengasingan dan lain-lain.*** Untuk itu, kembali pada hukuman atas pelaku
ikhtilath seperti yang diberlakukan di Gampong Mon lkeun, Lamkruet dan
Lampaya, secara teori hukum Islam tidak menyalahi.

Ketentuan Hukum adat secara umum telah sesuai dengan teori

pelaksanaan hukuman ta’zir. Kesesuaian dari pemberian hukuman tersebut dapat

112 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri” al-Jina’i al-Islami Mugarranan bil Qaninil Wad'iy,
ed. In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu,
2007), hlm. 99; penjelasan tersebut juga dimuat dalam buku Wahbah Zuhaili, al-Fighu al-Islami
wa Adillatuhu, ed. In, Figih Islam wa Adillatuhu, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 208.

2 Ibid, him. 99.
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dilihat dari dua sudut pandang, yaitu jenis hukumannya , di mana hukumannya
berupa dua ekor kambing merupakan bagian dari hukuman denda, yang seperti
catatan berupa hukuman denda ini bagian dari bentuk-bentuk hukuman ta zir.
Dan dilihat dari pihak yang berwenang dalam menyelesaikannya, di mana
perangkat gampong merupakan pemerintah gampong yang menyelesaikan
permasalahan-permaslahan tersebut. Di dalam fikih, disebutkan bahwa yang
berhak untuk menangani kasus ikhtilath adalah pemerintah atau hakim.

Penulis menyimpulkan bahwa proses penyelesaian jarimah ikhtilath
seperti yang dilakukan di Mukim Lhoknga tidak bertentangan dengan kosep-

konsep umum dalam fikih tetapi bertentangan dengan Qanun Aceh.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil wawancara dan penelitian penulis terhadap masalah pemberian
hukuman bagi pelaku ikhtilath yang diselesaikan dengan hukum pidana adat,
dapat disimpulkan , sebagai berikut:

1. Mekanisme penjatuhan pidana adat di 3 gampong, Gampong Mon Ikeun,
Gampong Lamkruet dan Gampong Lampaya, Mukim Lhoknga, Kecamatan
Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, terdiri dari pelaporan, penangkapan,
pemberian keterangan dan pemberian huukuman. Ada beberapa persamaan
dan perbedaan pemberian hukuman oleh perangkat gampong bagi pelaku
ikhtilath. Dari kesamaan pemberian hukuman bagi pelaku ikhtilath dari ke 3
(tiga) gampong tersebut berupa pemberian nasehat kepada pelaku,
membersinkan meunasah dan kantor keuchik, masing-masing pelaku
membayar denda 1 (satu) ekor kambing dan diusir dari gampong tersebut,
sedangkan perbedaan pemberian hukuman dari ke 3 (tiga) gampong tersebut
hanya saja pada hukuman berupa memberi santunan kepada anak yatim dan
berupa uang sejumlah Rp 500.000,00, yaitu di gampong Mon lkeun, di
Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

2. Di dalam fikih Islam, jarimah ikhtilath merupakan bentuk tindak pidana
yang belum ditetapkan hukumannya secara tegas, di dalam nash. Dalam
hukum Islam juga menyatakan bahwa ikhtilath merupakan bagian dari
jarimah ta’zir dari kesepakatan-kesepakatan ulama karena tidak adanya
nash-nash yang terperinci terkait ikhtilath. Hukum pidana adat yang berlaku
di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya tidak bertentangan dengan
konsep hukum Islam, karena penjatuhan hukuman secara penuh adalah

tanggungjawab ulil amri. Ulil amri merupakan raja, qgadhi, kepala
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pemerintahan dan orang-orang yang memiliki jabatan dalam menetapkan
hukum. Dalam penetapan hukum oleh ulil amri di Aceh, dasar hukum
Jarimah ikhtilath yang diatur dalam Pasal 25 Qanun Jinayat No. 6 tahun
2014 dengan ‘uqubat ta’zir cambuk sebanyak 30 kali, dan atau denda paling
banyak 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan. Selain itu,
dasar hukum jarimah ikhtilath diatur dalam Qanun Adat dengan ‘ugubat
berupa nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti
kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, dan
bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

B. Saran
Dari kesimpulan-kesimpulan yang didapat, penulis dapat menyampaikan
beberapa saran, yaitu:

1. Kepada perangkat gampong Mukim Lhoknga untuk mensosialisasikan
tentang Qanun Jinayat Aceh kepada masyarakat agar mengetahui bahwa
perbuatan ikhtilath merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’.

2. Tidak hanya mensosialisasikan tetapi disarankan supaya perangkat gampong
lebih responsif untuk menerbitkan aturan-aturan lokal seperti ganun
peraturan gampong, untuk mencegah merebaknya perilaku ikhtilath di area
wisata tersebut dan lebih - menekankan pada pemberian human secara rinci

dan tegas dan memberikan efek jera bagi yang melanggarnya.
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